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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan 
bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 
tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 
1 ا Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
2 ب B Be 
3 ت T Te 
4 ث Ts te dengan es 
5 ج j Je 
6 ح h ha dengan garis bawah 
7 خ kh ka dengan ha 
8 د d De 
9 ذ dz de dengan zet 
11 ر r Er 
11 ز z Zet 
12 س s Es 
13 ش sy es dengan ye 
14 ص s es dengan garis bawah 
15 ض d d dengan gaaris bawah 
16 ط t te dengan garis bawah 
17 ظ z zet dengan garis bawah 
18 ع „ 
koma terbalik di atas hadap 
kanan 




21 ف f Ef 
21 ق q Ki 
22 ك k Ka 
23 ل l El 
24 م m Em 
25 ن n En 
26 و w We 
27 ﻫ h Ha 
28 ء , Apostrof 
29 ي y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungal bahasa Arab yang 
lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Vokal Nama Trans. Nama 
  َ ‎ Fatḥah A/a A 
  َ ‎ Kasrah  I/i I 
  َ ‎ Ḍammah  U/u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Vokal rangkap Nama Trans. Nama 
ي ـ‎ Fatḥah dan ya’ Ai/ai A dan I 










Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Vokal panjang Nama Trans. Nama 
ا  َ ‎ Fatḥah dan alif 
ā a dan garis di atas 
ى  َ ‎ Fatḥah dan alif maqṣūrah 
ي  َ ‎ Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 







D. Ta marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ( ة atau ةـ ) ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah t sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
xi 
 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah 
itu ditransliterasikan dengan h. Contoh: 
َِلَافَْطلأاَُةَضْوَر Rauḍah al-aṭfāl 




Huruf konsonan yang memiliki tanda syaddah atau tasydid, yang dalam abjad 
Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (   ا ), dalam transliterasi ini 
dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh: 
اَىَّبَر Rabbanā 
اَىْي ََّجو Najjainā 
 َقَحنا Al-Ḥaqq 
 َجَحنا Al-Ḥajj 
ََمُِّعو Nu‘‘ima 
 َوُدَع ‘Aduww 
 
Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(   ي ـ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī. Contoh: 
 َيِهَع ‘Alī 





F. Kata sandang 
Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam 
ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 
al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang 
tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 
terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
َُسْمَّشنا Al-Syamsu (bukan asy-syamsu) 





 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh: 
ََنْوُرُْمَأت Ta’murūna 
َُءْوَّىنا An-Nau’ 







H. Lafẓ al-Jalālah 
Lafẓ al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti 
huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 
ditransliterasi tanpa huruf hamzah (hamzah wasal). Contoh: 
َِاللَُهْيِد Dīnullāh َِللِاب Billāh 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf t. Contoh: 
َِاللَِةَمْحَرَْيِفَْمُه Hum fī rahmatillāh 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi 
atau pengucapan atau penulisannya. 
ةنسلا لﻫأ Ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah 
 
J. Pengecualian 
Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada: 
1. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur‟an 
2. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi 
3. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti 
Munir 







Nama  : Ulil Amri 
Nim  : 90100114021 
Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) dalam Perspektif Ekonomi 
Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten 
Polewali Mandar). 
 
 Praktik bagi hasil pertanian yang ada di Desa Palece Kecamatan Limboro 
Kabupaten Polewali Mandar dikenal dengan istilah sawal dalam ekonomi Islam 
kegiatan ini dikenal dengan istilah muzara’ah atau mukhabarah. Praktik bagi hasil ini 
mengandung unsur tolong menolong. Seorang yang memiliki lahan namun tidak 
berkesempatan mengolah lahannya dan disisi lain seorang petani penggarap 
mempunyai kemampuan dan kesempatan tetapi tidak mempunyai lahan untuk 
dikelolah maka perlu adanya kerjasama diantara keduanya. Fokus penelitian ini, 
yakni praktik bagi hasil pertanian atau sawal yang ada di Desa Palece Kecamatan 
Limboro Kabupaten Polewali Mandar. 
Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. 
Sumber data penelitian ini ialah data primer yang peneliti peroleh dengan cara 
wawancara kepada pemlik lahan, petani penggarap serta tokoh masyarakat. Untuk 
tehnik pengolahan dan analisis datanya yakni analisis data Miles dan Huberman yakni 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Sedangkan pengujian data menggunakan tehnik trianggulasi data dan trianggulasi 
teori. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian yang 
diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Palece, tidaklah bertentangan dengan 
konsep ekonomi Islam, walaupun mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan 
tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, hal tersebut dipengaruhi oleh rasa kepercayaan 
bersama dan rasa kekeluargaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial.  
Secara umum sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh masyarakat 
petani Desa Palece yakni bagi hasil dengan rasio perbandingan seperdua banding 
seperdua dan sepertiga banding sepertiga rasio perbandingan bagi hasil yang 
demikian juga dipraktikkan di zaman Rasulullah SAW. 
 




BAB  I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Islam adalah agama yang sempurna (bersifat komprehensif) yang mengatur 
seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, baik itu akidah, ritual ibadah, akhlaq maupun 
mu‟amalah. Salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam ialah mu‟amalah atau 
al iqtishadiyah (ekonomi Islam).
1
 Para ulama tidaklah pernah mengabaikan kajian 
mu‟amalah dalam kitab-kitab fiqh mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) 
mereka. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam 
yang komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah sebagai ajaran yang sempurna 
sebagaimana disebutkan dalam Q.S al Maidah / 05 : 3 : 
                                    
                              
Terjemahnya : 
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama 
bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja 
berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2
 
                                                             
1
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah : Fiqh Mu’amalah, Jakarta : Kencana, 2012, h 5.  





Salah satu hal yang mendasar dalam pembahasan dari ilmu ekonomi ialah 
produksi. Tanah merupakan salah satu bagian utama dari faktor produksi, istilah 
tanah sendiri memilki arti khusus di dalam Ilmu Ekonomi, ia tidak hanya bermakna 
tanah saja seperti yang terpakai dalam pembicaraan sehari-hari, melainkan bermakna 
segala sumber daya alam, seperti air, udara, pohon, binatang dan segala sesuatu yang 
berada di atas maupun di bawah tanah, yang menghasilkan pendapatan dan 
menghasilkan produk.  
Kebanyakan aktivitas ekonomi manusia tergantung secara langsung pada tanah, 
bahkan pada saat itu pun, sebagaimana di masa lalu seperti berburu, mencari 
ikan, memberi makan binatang ternak, produksi pertanian, taman, mineral, 





Tanah telah menjadi suatu faktor produksi terpenting sejak dahulu kala. 
Penekanan pada penggunaan tanah-tanah mati (ihya’al-amwat) menunjukkan 
perhatian Rasulullah SAW dalam penggunaan sumber daya bagi kemakmuran rakyat. 
Islam mempunyai komitmen untuk melaksanakan keadilan dalam hal pertanahan.  
“Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada dengan selalu 
mengupayakan penggunaan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya tersebut.”4   
Pemilikan tanah yang telah dikenal oleh manusia sejak dahulu kala, tidak 
dihilangkan, baik oleh al Qur‟an ataupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak 
diragukan bahwa menurut al Qur‟an mengenai kepemilikan mutlak, segala sesuatu di 
                                                             
3
 Muhammad Sharif Chaudry, suherman Rosyidi[Penerjemah],  Sistem Ekonomi Islam : 
Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic Sistem), Jakarta : Kencana, 2012, h 161. 
4
 Ika Yunia Fauziyah, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif 
maqashid al Syari’ah, h 119. 
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langit maupun di bumi adalah milik Allah, tetapi manusia diberi wewenang 
memanfaatkan tanah karena manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.  
“Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah dari 
Allah SWT yang diberikan kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-
baiknya bagi kesejahteraan bersama”.5 
 
Seseorang yang mempunyai hak milik atas tanah maka dia berkewajiban 
untuk memanfaatkan tanah tersebut, sebab kalau tidak demikian, berarti orang 
tersebut tidak berbuat baik pada hartanya atau menyia-nyiakan sampai 2 tahun 
berturut-turut maka akan dapat berpindah hak kepemilikannya. Hubungan antara 
kepemilikan dan pemanfaatan adalah hubungan antara hak dan kewajiban, 
maksudnya kepemilkan pada tanah berkonsekwensi kewajiban memanfaatkannya dan 
sebaliknya, aktivitas pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan hak kepemilikan 
pada tanah tersebut.
6
 Dengan demikian, kepemilikan swasta atau individual pun 
dikenal pula dalam Islam. Tanah diperlukan oleh manusia baik sebagai tempat tinggal 
maupun untuk mencari nafkah dengan cara menggarapnya.
7
  
“Aktivitas usaha dan bekerja sangatlah dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah 
masyarakat tersebut hidup. Indonesia merupakan negara maritim dan agraris yang 
                                                             
5
 Supriani, “Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara‟ah) menurut 
perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi (Riau : Fak. Syari‟ah dan Ilmu Hukum UIN sultan Syarif Kasim, 
2012), h. 1. 
6
 Muhammad Lazim, Jurnal Madania : Hukum Perjanjian Bagi hasil Pertanian Indonesia, 
Vol.5 No.1, 2016, h 164.  
7
Muhammad Sharif Chaudry, Suherman Rosyidi [Penerjemah],  Sistem Ekonomi Islam : 
Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic Sistem), Jakarta : Kencana, 2012, h 161.   
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sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani.”8 begitupun di Desa Palece 
Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar yang mayoritas masyarakatnya 
bekerja di bidang pertanian baik itu bekerja di lahan sendiri atau bekerja di lahan 
milik orang lain. 
Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak bisa terlepas dari sikap saling 
tolong-menolong. Disadari atau tidak, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
sehari-hari salah satunya ialah kegiatan dibidang pertanian, namun kadangkala terjadi 
dalam masyarakat ialah seseorang yang mempunyai ladang namun dia bukan seorang 
petani atau tidak berkesempatan mengurus ladangnya, sementara itu banyak dari 
mereka sebagai seorang petani akan tetapi tidak memiliki ladang untuk dikelolahnya. 
“Sebab itu sangat penting bagi mereka untuk bekerja sama dan mengolah lahan 
tersebut sehingga tanah yang berimplikasi pada kesejahteraan manusia tidak 
terbengkalai dan mereka dapat mempergunakan sebagian atas sebagian yang lain.”9 
Sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT dalam QS al Zukhruf / 43 : 32 : 
 ۡمُي
َ
أِۡۡفِۡ  م ًُ َتَشِيع َّمۡمًُ َو َيبۡ اَو  مََسقُۡن 
َ
نَََِۡۚكّبَرََۡت  َحۡرَۡنٌُمِس  قَيِۡ ةٌٰ َيَ
 
لۡٱَۡۡۚ اَي ن ُّلدٱۡۡ  م ًُ َض  عَبۡ اَو  عَفَرَو
َۡنٌُعَم َيَۡا َّمِّمۡٞ  يَۡخَِۡكّبَرَُۡت  َحۡرَوۡۗاِّٗير  خُسۡاٗض  عَبۡم ًُ ُض  عَبَۡذِخََّت ِ
ّ
لّٰٖۡتَجَرَدٖۡض  عَبَۡق  ٌ َفۡ٣٢ۡۡ
Terjemahnya : 
                                                             
8
 Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil 
Muzara‟ah : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, 2017, h 129. 
9
Habib Segaf Hasan Baharun, Fiqih Mu‟amalat (Kajian Fiqih Muamalat menurut Madzhab 
Imam Syafi’i R.a), Bangil : Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2012, h 279.  
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“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 
Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 
derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan 
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.10 
 
Menurut tafsir Ibnu Katsir dari ayat tersebut yakni “Apakah mereka yang 
membagi-bagi bagi rahmat Tuhanmu?” yaitu urusan ini bukanlah mereka yang 
menentukannya, melainkan hanya Allah SWT. Allah lebih mengetahui di manakah 
Dia meletakkan risalah-Nya. Karena sesungguhnya tidak seskali-kali dia menurunkan 
al Qur‟an melainkan kepada makhluk yang paling suci hati dan jiwanya, serta paling 
mulia dan paling suci rumah dan keturunannya. Kemudian Allah SWT menjelaskan 
bahwa Dia telah membeda-bedakan diantara makhluknya dalam membagikan 
pemberian-Nya kepada mereka berupa harta, rezeki, akal dan pengertian serta 
pemberian lainnya yang menjadi kekuatan lahir dan batin bagi mereka, untuk itu 
Allah SWT berfirman : Kami telah menentukan penghidupan antara mereka 
penghdupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian 
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat.
11
 
Adapun lanjutan ayat “agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian 
yang lain” makna ayat ini agar sebagian yang lain dapat memanfaatkan sebagian yang 
lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, karena yang lemah memerlukan yang 
kuat dan begitupun sebaliknya. Demikianlah pendapat Qatadah dan lain-lainnya. 
                                                             
10 Kementrian Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, Jakarta : PT Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012, h 706. 
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Qatadah dan Ad-Dahhak mengatakan bahwa yang dimaksud dari ayat tersebut ialah 
agar sebagian mereka dapat menguasai sebagian yang lain; pendapat ini semakna 
dengan pendapat tersebut sebelumnya. “Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa 
yang mereka kumpulkan”(Az-Zukhruf : 32) maksudnya, Rahmat Allah kepada 
makhluk-Nya lebih baik bagi mereka daripada harta benda dan kesesenangan duniawi 
yang ada di tangan mereka.
12
 
Hal ini antara pemilik lahan dengan petani penggarap termasuk dalam 
pemaknaan ayat tersebut yakni salah satu diantaranya ditinggikan atas sebagian yang 
lain atau agar yang lain dapat memanfaatkan sebagian yang lain untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan. Dalam hal ini pemilik lahan membutuhkan petani penggarap 
untuk mengelolah lahannya dan si petani penggarap sendiri membutuhkan pekerjaan 
agar dapat menambah pemenuhan kebutuhan bagi keluarganya 
Bagi hasil dalam pertanian atau merupakan bentuk pemanfaatan tanah,  
pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilakukan 
menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.
13
 Jumhur ulama membolehkan akad 
muzara’ah ini, karena akadnya cukup jelas, yaitu kerja sama atau perserikatan antara 
pemilik lahan dengan penggarap dalam pengelolaan pertanian. Akad ini bertujuan 
untuk saling membantu antara pemilik lahan dengan pekerja dalam pengelolaan 
pertanian dan pemanfaatan tanah produktif, sesuai dengan firman Allah SWT dalam 
QS al Waqi‟ah/56 : 63-64 : 
                                                             
12
 Yusuf, Tafsir Ibnu Katsir IND, surah Az-Zukhruf Ayat 32 Juz 25, Andromo, 2017. 
13 Nani Hanifah, Fifi Alifatun Nisa, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam : Tinjauan Ekonomi 





أُمت  يَۡۡنٌُثُر 
َ









63. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam 




   




1. Pembagian hasil panen harus jelas. 
2. Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa 
ada pengkhususan. 
3. Pembagian panen itu ditentukan pada waktu awal akad.  
 Uraian tersebut jelas, bahwasanya praktik bagi hasil pertanian harus didasari 
atau dilandasi dengan adanya suatu  perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis 
maupun secara lisan dan pelaksanaanya pun harus sejalan dengan apa yang pernah 
dicontokan Rasulullah Saw melalui Hadis  yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 
(2328) sebagai  berikut :  
ع ََربٍَخ َمٌَأ َمَماَع َمَّهَس َ  ًِ ٍَهَع ُاللُ ىَّهَص ِالله ُلُُسَر ََّنأ( ًُىَع ُالله َىِضَرُرَمُع ِهبا ِه
)ٍعرَز ََأ ٍرََمث هِم ا ٍَ ىِم ُجُرَخٌَام ٍرطَشب  يِراَُخبنا ًَُجَرَخأ16 . 
                                                             
14
 Kementrian Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, Jakarta : PT Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012, h 783  
15
 Mulyo Winarsih, Pengaruh Muzara‟ah Terhadap Tingkat Pendapatan, Jakarta : UIN Syarif 




Dari Ibnu Umar ra, bahwa sesungguhnya Rasululullah SAW memberikan kepada 
penduduk Khaibar setengah buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang 
dihasilkannya”(H.R Imam Bukhari).17 
 
  Imam Muslim pernah mengatakan “Beliau memberikan kurma dan tanahnya 
kepada para Yahudi Khaibar agar mereka mengolahnya dengan harta mereka 
sedangkan Rasulullah SAW mendapatkan setengah (hasilnya). 
 “Untuk hal ini, kurma ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan pohon anggur 
diqiyaskan kepadanya. Dan untuk tumbuh-tumbuhan hukumnya boleh jika itu 
adalah bagian pepohonan sebagaimana disebutkan dalam hadist.”18 
 
 ًبىنا لاقف ,فصىناَ عبرناَ ثهثناب اٍوُعرسٌ ُواك : لاق ًىع الله ًضر رباج هع
:مهسَ ًٍهع الله ًهص( ٍحىمٍن َا اٍعرسٍهف ضرا ًن تواك همناف,ا  معفٌ من
ًضرا كسمٍهف)19  
 
Dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengolah tanahnya  
dengan rasio bagi hasil sepertiga, seperempat atau setengah dari hasil panen 
maka Rasululllah pun bersabda : Hendaklah dia menanaminya atau memberi 
izin saudaranya untuk menanaminya secara cuma-cuma. Barang siapa tidak 




 Kerja sama dibidang pertanian ini dipraktikkan oleh masyarakat  Palece 
Kecamatan Limboro, di Kabupaten Polewali Mandar yakni mereka menyerahkan 
                                                                                                                                                                             
16 Abu Abdullah Muhamad Bin Ismail al Bukhari, Ensiklopedia Hadist 1; Shahih al Bukhari 
1, Jakarta : House of Almahira, h 520. 
17
 Abu Abdullah Muhamad Bin Ismail al Bukhari, Ensiklopedia Hadist 1; Shahih al Bukhari 
1, Jakarta : House of Almahira, h 520. 
18
 Mustafa Diib Al Bugha, Fikhi Islam Lengkap : penjelasan hukum-hukum Islam madzhab 
Syafi‟I, penerjemah, Pakihsati, editor ; Tim editor media zikir, Solo : media zikir, 2009, h 302. 
19 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Ensiklopedia Hadits 4: Shahih Muslim 2, 
Cet 1, Jakarta: Almahira, 2012 
20
 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Ensiklopedia Hadits 4: Shahih Muslim 2, 
Cet 1, Jakarta: Almahira, 2012. 
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lahan untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil pertanian di 
Kecamatan limboro secara umum rasio bagi hasilnya adalah sepertiga banding 
duapertiga, dengan perolehan 2/3 dari hasil tanaman untuk sang penggarap kalau 
benih tersebut berasal dari dia, namun apabila benih itu dari pemilik lahan maka 
duapertiganya diperoleh sang pemilik lahan dan sepertiga untuk penggarap, 
sungguhpun demikian masalah pembagian tetap berdasarkan kesepakatan.  
 Konsepsi Islam, tentu mempunyai perspektif tersendiri menyangkut sistem 
bagi hasil, dan terkait konsep ekonomi Islam ini, penulis lebih fokus ke konsep 
keadilan dan kemaslahatan dan dari uraian yang demikianlah penulis terdorong untuk 
mengetahui perspektif Ekonomi Islam tentang praktik sawal yang ada di Desa Palece 
Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Dan penulis membatasi 
pembahasan pada bagi hasil. Melihat realita penerapan akad tersebut lebih dominan 
dilakukan dilokasi yang akan dijadikan objek penelitian. 
         Hal diatas melatar belakangi calon peneliti untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) dalam Perspektif Ekonomi 
Islam (Studi Masyarakat petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten 










B. Rumusan masalah 
 Setelah mencermati latar belakang diatas maka penulis perlu memaparkan 
rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah praktik bagi hasil pertanian (sawal) di Desa Palece Kecamatan 
Limboro Kabupaten Polewali Mandar? 
2. Apakah praktik bagi hasil pertanian (sawal) di Desa Palece Kecamatan 
Limboro Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi 
Islam? 
 
C. Fokus penelitian 
  Untuk memperjelas persoalan dalam penelitian ini, maka penulis perlu 
membatasi agar tidak panjang lebar serta tepat sasaran sesuai dengan judul dan yang 
diharapkan penulis mengingat terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tesedia 
yakni : “Gambaran Praktik bagi hasil sawal di Desa Palece Kecamatan Limboro 
Kabupaten Polewali Mandar dalam perspektif ekonomi Islam”. 
 
 
D. Penelitian Terdahulu 
1. Penelitian yang pernah sebelumnya dilakukan oleh Afia Susilo dengan 
judul “ Tinjauan hukum Islam terhadap akad bagi hasil pertanian 
(muzara’ah) study kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten 
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Klaten ”. Jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan karena informasi 
dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari di lapangan yang 
bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi. 
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad muzara’ah antara pemilik 
lahan dan penggarap belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam 
praktiknya mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) pada objek akad 
dengan akad bagi hasil yang menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan 
akad aslinya dengan akad yang terjadi. 
2. Penelitian sebelumnya pun oleh Supriani dengan judul “ Pelaksanaan 
Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara’ah) menurut Perspektif 
Ekonomi Islam ( Studi kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”. 
Rumusan masalah dalam penelitiannya Adalah Bagaimana sistem 
muzara’ah di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan bagaimana 
Tinjauan Ekonomi Islam terhadap hukum muzara’ah dan implementasinya 
di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh seluruh pemilik lahan di Kecamatan Lubuk Dalam 
Kabupaten Siak. Sumber data dalam penelitiannya adalah Primer dan 
Sekunder, analisa datanya yakni perskriptif analitik. Metode dalam 
mengumpulkan data yang digunakan ialah metode wawancara, observasi, 
kuesioner, dokumentasi serta literatur yang berhubungan dengan 
penelitiannya. Hasil penelitiannya menunjukkan dalam kerjasama antara 
pemiik lahan dan petani penggarap dilakukan secara tidak tertulis, petani 
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yang tidak jujur terhadap hasil penen yang dihasilkannya, hal yang 
demikian sudah keluar dari perjanjian awal akad muzara’ah selain itu, juga 
merugikan pihak pemilik lahan karena hasil yang diambil oleh pemilik 
lahan melebihi dari haknya. Dari hasil penelitiannya terdapat 
ketidaksesuaian dengan prinsip Ekonomi Islam yakni adanya pelanggaran 
terhadap sistem kerjasama antara kedua bela pihak dan terdapat unsur 
gharar dalam pembagian hasilnya. Sedangkan dalam prinsip Islam pada 
dasarnya ditentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad 
dilaksanakan. Pelaksanaan itu telah ada dan tampak menurut proporsi yang 
telah disepakati dan inti mekanisme bagi hasil ialah terdapat pada 
kerjasama yang baik dan saling percaya antara pemilik lahan dan petani 
penggarap. 
3. Penelitian juga dilakukan sebelumnya oleh Lara Harnita dengan judul “ 
Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengolahan lahan pertanian di 
Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat. Metode yang 
digunakan dalam penelitian itu ialah study lapangan, dengan pendekatan 
sosiologis normatif yakni menganalisa permasalahan dengan metode 
perskriptif analitik kualitatif dengan cara berfikir deduktif serta 
menggunakan „urf dan teori akad sebagai alat analisa. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa akad kerja sama pada pengolahan lahan pertanian di 
daerah tersebut sudah sesuai akad muzara’ah dan tidak bertentangan 
hukum Islam. Namun terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan 
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hukum Islam dalam Praktik tersebut yaitu dari segi pembagian hasil dan 
kewajiban para sepihak.     
4. Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Dahrum dengan judul 
“Penerapan sistem muzara’ah dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 
Bulukumba”. Masalah dalam penelitiannya ialah bagaimanakah penerapan 
sistem muzara’ah dalam pandangan ekonomi Islam yang ada di Kelurahan 
Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan 
menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan sumber data yakni 
data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya dengan cara 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Tehnik pengolahan dan analisis 
data ialah tehnik kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
penerapan sistem muzara’ah yang dilakukan masyarakat Kelurahan 
Palampang Kecamatan rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya 
dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, melainkan 
mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan 
jangka waktu berlakunya akad muzara’ah dan pembagian hasilnyapun 
dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi 
oleh kedua bela pihak. 
5. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Tri Wahyuningsih dengan judul 
“Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas 
Masyarakat”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 
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dilaksanakan di Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, 
mekanisme sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan ialah dengan sistem 
maro yakni penggarap yang membiayai semua hal-hal yang menunjang 
dalam pengelolaan lahan pertanian dan dibagi dua dengan pemilik lahan. 
Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara 
dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kerjasama 
perjanjian bagi hasil maro ini tidak hanya meningkatkan perekonomian 
tetapi juga memupuk solidaritas di dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya saling kepedulian antara pemilik lahan dan petani 
penggarap, perwujudan dari saling kepedulian ini yakni mereka saling 
membantu ketika salah satu diantara mereka mengalami kesulitan. 
Sungguhpun demikian perhatian pemerintah pun sangat diperlukan agar 
mampu menjamin hubungan antara keduanya dalam menjalin kerjasama. 
6. Penelitian yang dilakukan Mulyo Winarsih dengan judul “Pengaruh 
Muzara’ah terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu 
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal”. Penulisan skripsi tersebut penulis 
membatasi masalah penelitiannya dan berfokus pada bagaimana gambaran 
tingkat pendapatan masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten 
Tegal yang ikut terlibat dalam kegiatan muzara’ah dan apakah sistem 
muzara’ah berpengaruh pada tungkat pendapatan msayarakat khususnya 
Desa Kalisapu. Dengan metode penelitian kuantitatif hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa petani penggarap melakukan kerja sama dengan 
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pemilik lahan dengan rasio bagi hasil yakni bagitengah, bagitiga dan 
bagiempat. Hasil yang dia temukan bahwa petani yang pada mulanya 
menganggur ketika mereka menerapkan sistem bagi hasil muzara’ah telah 
mengalami kenaikan pendapatan, sehingga dengan demikian mereka dapat 
memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari untuk keluarganya serta 
memunculkan rasa persaudaraan, saling tolong menolong, mempererat tali 
silaturrahim, mampu mengurangi tenaga kerja yang mengaggur dan 
memakmurkan tanah yang terbengkalai menjadi bermanfaat karena 
digarap.  
7. Penelitian menyangkut tentang bagi hasil pertanian ini juga pernah 
dilakukan oleh Hidup Iko dengan judul “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil 
tanah pertanian Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah” 
tujuan penelitiannya ialah unuk mengetahui dan menganalisa perjanjian 
bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Bulukamba dan Desa 
Pakijangan, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam menentukan 
pilihan sistem perjanjian bagi hasil. Metode penelitian yang digunakan 
metode dengan pendekatan yuridis sosiologi, dengan spesifikasi deskriptif 
analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive non 
random sampling. Data yang dikumpulkan adalah data primer melalui 
penelitian lapangan data sekunder diambil melalui kepustakaan. Data 
tersebut kemudian dianalisis secara kulitatif untuk menjawab permasalahan 
dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan 
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perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulukamba Kabupaten 
Brebes, khususnya Desa Bangsri, Desa Pakijangan dan Desa Bulukamba 
tidak menggunakan perjanjian bagi hasil menurut UUD No 2 Tahun 1960 
tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tetapi mereka melakukan 
perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat kebiasaan yang sudah turun 
temurun dilakukan yakni perjanian berdasarkan pada persetujuan dan 
kesepakatan antara pemilik lahan dan calon penggarap yang dilakukan 
secara lisan dengan dasar kepercayaan, mengenai hak dan kewajiban serta 
imbangan pembagian hasil juga berdasarkan kesepakatan kedua bela pihak 
untuk imbangan hasil. Dari penelitian di tiga Desa tersebut ada kesamaan 
nama yakni maro atau paron. Pembagia hasil panen dengan maro yaitu 1:1 
yang artinya setenganh untuk pemilik lahan dan setengahnya untuk 
penggarap dari hasil bersih panen. Lalu putusnya hubungan kerja kedua 
bela pihak terjadi ketika jangka waktu yang telah mereka sepakati sudah 
berkhir pada saat musim panen berakhir dan juga bisa terjadi ketika salah 
satu pihak mengingkari perjanjian yang telah disepakati diawal. Tidk 
berlakunya Undang-undang No 2 Tahun 1960 karena faktor pola pikir dan 
pola hidup yang monoton memicu pasif dan tidak berlkunya Undang-
undang di daerah tersebut, tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga 
sulit untuk diajak maju serta faktor budaya yang sangat melekat kuat, 
dipegang masing-masing masyarakat. Mereka lebih mengutamakan budaya 
tolong-menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah melalui 
17 
 
bagi hasil secara adat kebiasaan dengan alasan mereka takut dikucilkan dari 
masyarakat karena menyimpang dari kebiasaan. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui mekanisme praktik bagi hasil pertanian di Desa Palece 
Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. 
b. Untuk mengetahui kesesuaian praktik bagi hasil pertanian di Desa Palece 
Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai-nilai ekonomi 
Islam.   
 
2. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut : 
a. Kegunaan Teoritis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah dalam studi ekonomi 
Islam. 
2) Sebagai tambahan informasi dan bahan kajian tentang gambaran bagi hasil 
dalam pertanian.  
b. Kegunaan Praktis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan informasi tambahan 
bagi penulis. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu peneliti selanjutnya sebagai 





A. Ekonomi Islam 
 Ekonomi Islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan al-iqtishad al-Islami. 
Al-iqtishad secara bahasa berarti al-qashdu yakni pertengahan dan berkeadilan. 
Iqtishad (ekonomi) didefenisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan 
dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya.  
Ekonomi pada umumnya didefenisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia 
dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka 
untuk diproduksi dan dikonsumsi.
21
  
Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas berikut pengertian ekonomi Islam dari 
para ahli antara lain :  
1. M. Umer Chapra ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu 
upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya 
yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam 
tanpa memberikan kebebasan individu dan tanpa perilaku makro ekonomi yang 




2. Muhammad Abdul Mannan berpendapat Ilmu pengetahuan yang mempelajari 




                                                             
21
 Rozalinda, Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta : PT 
RajaGrafindo Persada, 2016, h 2. 
22
 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam, Jakarta : Prenadamedia 
Group, 2006, h 16. 
23 Rozalinda, Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta : PT 
RajaGrafindo Persada, 2016, h 3. 
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3. Menurut Khursyid Ahmad ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematik untuk 




4. Muhammad Nejatullah Ash Sidiqi berpendapat ekonomi Islam adalah 
tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantang ekonomi pada zamannya. 





Dari sekian pengertian tersebut penulis dapat mendefenisikan ekonomi Islam 
adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia 
dalam memenuhi kebutuhannya secara indivdu atau kelompok yang berpedoman 
pada al Qur‟an dan al Sunnah serta ijtihad. Prinsip merupakan suatu asas yang 
menjadi pokok dasar seseorang dalam berpikir ataupun bertindak dalam mencapai 
tujuan tertentu. Prinsip menurut Ahmad Jauhar Tauhid adalah “Pandangan yang 
menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan dan bertahan sekian 
lama”.26  
Keterkaitan antara ekonomi Islam ialah cara pandang dan bertindak secara 
ekonom berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Prinsip Keadilan adalah salah satunya, 
bahkan Allah menempatkan keadilan ini  paling dekat dengan taqwa, karena 
ketaqwaan termasuk prinsip utama dalam Islam sebagai pondasi berbuat keadilan.
27
  
                                                             
24
 Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007, h 6. 
25
 Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, , Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007 h 5. 
26
 Lepank, Pengertian Prinsip Menurut Para Ahli, www.lepang.com, 2013, Powered by 
Blogger. 
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Keadilan menurut Ibnu Taimiyah adalah “memberikan sesuatu kepada setiap 
anggota msyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa harus 
meminta, tidak berat sebelah dan tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui 
hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur 
dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan”.28 
 Nilai keadilan merupakan perihal yang sangat penting dalam Islam terutama 
dalam kehidupan hukum, politik dan ekonomi. Keadilan haruslah dimanifestasikan 
dalam kegiatan ekonomi yaitu proses produksi, distribusi dan konsumsi. Keadilan ini 
dijelaskan dalam firman Allah Q.S al Nahl/16 : 90 : 
 
                              




“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran”.29 
 
 Keadilan merupakan kesadaran sepenuhnya terhadap sesuatu kepada orang 
lain yang memang sudah menjadi haknya atas sesuatu itu, sehingga masing-masing 
                                                             
28
 Jamaluddin Mahasari, Blog : Pengertian Keadilan diambil menurut para Ahli, 
jamaluddinmahasari.wordpress.com, 2012. 









B. Konsep Dasar Bagi Hasil (Profit Sharing) 
 Keharaman bunga dalam Syari‟ah adalah membawa dampak penghapusan 
bunga secara mutlak, teori tentang profit and loss sharing dibentuk sebagai tawaran 
konsep diluar sistem bunga yang seringkali tidak memberikan keadilan karena telah 
mendatangkan  diskriminasi terhadap pembagian resiko ataupun keuntungan bagi 
para pelaku ekonomi. Prinsip keungan Islam (Principles of Islamic finance) dibangun 
berdasarkan adanya pelarangan riba, transaksi ekonomi berlandaskan pertimbangan 
adanya mewujudkan rasa keadilan, resiko bisnis yang ditanggung bersama, tuntunan 
berbisnis secara halal, larangan gharar (kecurangan). Dalam perjanjian bagi hasil 
yang disepakati ialah nisbah bagi hasil dalam ukuran persentase hasil yang telah 
diproduksi. Nilai nominal bagi hasil yang telah diterima, barulah akan diketahui 
setelah hasil dari pemanfaatan dana benar-benar nyata adanya.
31
 
 Bagi hasil atau Profit Sharing secara etimologi diartikan sebagai berbagi 
keuntungan, didalam kamus ekonomi profit sharing ini diartikan sebagai pembagian 
laba, profit secara istilah yakni selisih yang muncul ketika total pendapatan dalam 
suatu usaha lebih besar dari pada biaya total. Istilah lain dari profit sharing adalah 
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 Digilib.uinsby.ac.id. h 40. 
31
 Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunato, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan : 
Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan perbankan Syari‟ah dalam Ekonomi Syari‟ah, Vol.1 
No.1, juli 2011, h 67. 
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bagi hasil yang dihitung berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan setelah 
dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul akibat perolehan pendapatan tersebut.
32
 
bagi hasil dalam kegiatan ekonomi ialah bentuk perolehan atau pengembalian dari 
kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang berakad dan besarnya perolehan 
itu tergantung pada hasil usaha yang dilakukan.
33
 Bagi hasil merupakan bagian yang 
sangat penting dalam melakukan usaha kerjasama, prinsip bagi hasil ialah manifestasi 
dari prinsip keadilan, persamaan dalam transaksi ekonomi Syari‟ah. 
 Menurut Syekh Yusuf Qardhawi bagi hasil adalah kerjasama antara dua orang 
pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk mencapai keuntungan bersama dan 
keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan diawal.
34
 Bagi hasil dalam hukum 
Islam pada usaha pertanian diistilahkan dengan  muzara‟ah dan mukhabarah. Kedua 
istilah yang demikian mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan 
dari benih dan bibit tanaman.
35
 
 Pernyataan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Suhendi, menurutnya 
pada dasarnya praktikum bagi hasil atas tanah terbagi menjadi dua yakni muzara’ah 
dan mukhabarah. Persamaannya ialah terjadi peristiwa yang sama diantara keduanya 
yakni pemulik tanah menyerahkan lahannya pada orang lain. Perbedaannya ialah bila 
                                                             
32
 Suherman, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial : Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada 
Perbankan Syari‟ah Sebuah Pendekatan al Maqasidhu al Syari‟ah, h 296.   
33
 Adiwarman karim, Bank Islam dan Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta : PT Raja 
Grafindo Persada, 2004, h 191. 
34
 Novita Erliana Sari, Nik Amah, Yahya Reka Wirawan, Jurnal Pendidikan Ekonomi : 
Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menabung, Vol.5 No.2, 2017, h 
61. 
35
 Ahmad Ajib Rdwan, Iqtashoduna : Jurnal Ekonoi Islam, Lumajang : Fak. Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Vol 5, No 1, 2016, h 38. 
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modal berasal dari pengelola atau petani penggarap maka dinakam mukhabarah 
sedangkan pemilik lahan yang mengeluarkan modal maka dinamakan muzara’ah.36 
 Kegiatan ini adalah merupakan suatu ibadah karena mengandung unsur saling 
tolong menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al maidah/5 : 2 
berbunyi : 
 
                                  
                                      
                            
                             





“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, 
dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 
kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
                                                             
36
 Jefri Putri Nugraha, Jurnal Ekonomi Syari‟ah Vol. 1 No. 2 : Sistem Muzara’ah sebagai 
Alternatif Pembiayaan Pertanian Indonesia,STAI Nahdlatul Ulama Pacitan, 2016, h 87. 
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tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.37 
 
 
 Ijma‟ para ulama‟ yakni : Imam Bukhari mengatakan bahwa telah berkata 
Abu Ja‟far, “ tidak ada satu rumahpun di madinah kecuali penghuninya mengolah 
tanah dengan cara bagi hasil dengan pembagian hasil sepertiga dan seperempat. Hal 
ini telah dilakukan oleh sayyidina Ali, Sa‟ad bin Abi waqqash, Ibnu Mas‟ud, Umar 
bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali.
38
 Dalam 
konteks ini, lembaga keuangan islam dapat memberikan pembiayaannya bagi nasabah 
yang bergerak dalam bidang pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen. 
 Secara umum, prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan 
dalam empat akad utama, yakni al musyarakah, al mudharabah, al muzara’ah dan al 
musaqah. Sungguhpun demikian prinsip yang paling sering digunakan ialah al 
musyarakah dan al mudharabah sedangkan al muzara’ah dan al musaqah digunakan 
dalam bidang pertanian oleh beberapa bank Islam.
39
 
C. Al Musyarakah 
 Musyarakah atau lazimnya juga Syarikah atau Syirkah merupakan bentuk dari 
fi’il madhi, yang berarti sekutu persekutuan, perkumpulan. Defenisi secara etimologi 
                                                             
37
 Kementrian Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya,  (PT Sinergi Pustaka Indonesia), 
2012, h 142. 
38
 Muhammad  Syafi‟I Antonio, Bank Syari‟ah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani 
Press, 200, h 99. 
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syirkah ini diartikan al Ikhtilath yakni campur atau percampuran.  Maksud dari 
percampuran disini ialah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta milik 
orang lain sehingga sulit untuk membedakan antara bagian yang satu dengan bagian 
yang lainnya.
40
 Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan 
melakukan kegiatan usaha. Masing-masing pihak memberikan kontribusi tertentu 




 Kerja sama dalam lahan pertanian adalah bentuk syirkah. Yang “satu pihak 
menyediakan lahan pertanian dan pihak lainnya sebagai penggarap berdasarkan 
prinsip bagi hasil.”42   
Firman Allah SWT tentang syirkah dalam QS.  Shaad/38 : 24 : 
 
ۡ ۡ ۡ    ۡ   ۡ   ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ   ۡ 
Terjemahnya : 
24.Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang 
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 Mahmudatus Sa‟diyah, Jurnal : Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan Syari‟ah, Vol.2 
No.2 desember 2014, h 314. 
41
 Faoeza Hafiz Saragih, Agrica(Jurnal Agribisnis Sumatra Utara)Vol.10 No.2, oktober 2017, 
h 115, available online,http://ojs.uma.ac.id/index.php/Agrica. 
42
 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan 
Syari’ah, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h 218. 
43
Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012), h 650. 
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 T.M Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerja 
sama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan 
mengerjakan amal shaleh karena merekalah yang tidak ingin menzhalimi orang lain 
tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang yang seperti itu.  
Hadist Qudsi yang diriwayatkan Abu Dawud no. 2936, dijelaskan : 
 
 ةرٌرٌ ًبأ هع ًُىَع ُالله َىِضَرلاق ًعفر: انام هٍكٌ رشنا ثناث اوأ لُقٌ الله نم 
امٌدحأ هخٌ بحاصًمٍىٍب هم تجرخ ًواخ اذاف ,44  
Artinya : 
 
Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, sesungguhnya Allah „Azza wa 
jalla berfirman, “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah 
satunya tidak menghianati lainnya, jika seseorang dari keduanya berkhianat, 
Aku tidak akan lagi memberkahi usaha mereka ”.45 
 
  Hadis ini menjelaskan, bahwa jika dua orang bekerja sama dalam suatu usaha 
maka Allah akan ikut menemani dan memberikan berkahNya kepada keduanya, 
sepanjang temannya tidak menghianatinya. Kerjasama akan jatuh nilainya jika terjadi 
penyelewangan oleh pengurusnya, hal inilah yang diperingati oleh Allah SWT, 
bahwa dalam melakukan kerjasama masih banyak jalan dan cara yang 
memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Kerjasama yang 
                                                             
44Abu Daud Sulaiman bin al Asy‟ats al Azdi as Sijitsani, penerjemah : Muhammad Ghazali 
dkk, Ensiklopedia Hadist Sunan Abu Daud, Jakarta : Almahira, 2013, h 719. 
45Abu Daud Sulaiman bin al Asy‟ats al Azdi as Sijitsani, penerjemah : Muhammad Ghazali 
dkk, Ensiklopedia Hadist Sunan Abu Daud, Jakarta : Almahira, 2013, h 719. 
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demikianlah yang dilaknat oleh Allah SWT sehingga dihilangkan berkahnya oleh 
Allah SWT, maka kejujuran sangat penting diterapkan kembali. 
 Al Musyarakah ada dua jenis yakni al musyarakah pemilikan dan musyarakah 
akad (kontrak). Al musyarakah pemilikan ini muncul karena warisan, wasiat ataupun 
kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu oleh aset dua orang atau lebih. 
Dalam musyarakah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset 
nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.
46
 Sedangkan 
musyarakah akad (kontrak) tercipta karena adanya dua orang atau lebih yang sepakat 
bekerjasama dengan memberikan modal musyarakah tiap orang diantara mereka 
untuk mencapai tujuan tertentu.
47
 Dan musyarakah akad ini terbagi kedalam beberapa 
bagian diantaranya ialah sebagai berikut : 
1. Syirkah ‘inan 
2. Syirkah mufawwadah 
3. Syirkah a’maal 
4. Syirkah wijuh.48 
 Syirkah „Inan ialah kontrak antar dua orang atau lebih. Setiap pihak 
memberikan suatu porsi dari kesluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua 
                                                             
46
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Islamic Banking : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema 
insani Press, 2001), h 91. 
47
 N.F.Susanto, J.Morasa, H.R.N.Wokas, Jurnal EMBA : Analisis Penerpan Sistem Bagi Hasil 
menurut PSAK, Vol.5 No.2, 2017, h 2279. 
48
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Islamic Banking : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema 
insani Press, 2001), h 92. 
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pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara 
mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau 
bagi hasil, tidaklah harus sama dan identik sesuai kesepakatan mereka. Mayoritas 
ulama membolehkan akad musyarakah ini.  
 Syirkah mufawwadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih 
dan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi 
dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dari kerugian secara sama. Dengan 
demikian syarat utama dari jenis al musyarakah ini ialah kesamaan dana yang 
diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. 
 Syirkah A’maal, al musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang yang 
mempunyai profesi yang sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan 
berbagai keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk 
menggarap suatu proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order 
pembuatan seragam kantor. Istilah lain untuk akad al musyarakah ini ialah syirkah 
‘abdan atau sanaa’i.  
 Syirkah wujuh ialah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki 
reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara 
tunai dari suatu perusahaan lalu kemudian menjual barang tersebut secara tunai. 
Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkn pada penyuplai yang 
disediakan oleh tiap mitra. Jenis al musyarakah ini tidaklah memerlukan modal 
karena pemberian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak 





 Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. 
Pengertian memukul atau berjalan ini dapat diartikan proses seseorang dalam 
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut Ibnu Manzhur dalam lisan 
al ‘Arabiy bahwa kontrak ini disebut mudharabah karena pekerja (mudharib) 
biasanya membutuhkan suatu perjalanan dalam menjalankan bisnis. Sedangkan 
perjalanan dalam bahasa arab disebut juga dharb fiil Ardhi.
49
  
 Secara istilah para ulama fiqhi mendefenisikan mudharabah atau qiradh ialah 
“pemilik modal atau investor yang menyerahkan modalnya kepada pengelola atau 
pedagang untuk kemudian diperdagngkan. Akad mudharabah ialah kerjasama antara 
dua orang dalam mengelolah suatu usaha tertentu yang pihak pertama sebagai pemilik 
modal atau shahibul maal menyediakan dana seluruhnya dan pihak lainnya sebagai 
pengelola. Keuntungannya akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang di cantumkan 
dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian selama menjalankan usaha tersebut maka 
akan ditanggung oleh pihak pemodal selama hal itu bukan dari kecerobohan 
pengelola. Dan jika hal itu kecerobohan atau kecurangan yang dilakukan pihak 
pengelola maka dia harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
50
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 Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah 
muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pertama Mudharabah muthlaqah adalah 
bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas 
dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Kedua 
mudharabah muqayyadah atau juga disebut dengan specified mudharabah/restricted 
mudharabah ialah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, yakni si mudharib dibatasi 
dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan pada 
mudharib ini seringkali mencerminkan kecenderungan shahibul maal dalam 




 Musaqah diambil dari kata al saqa dan merupakan bentuk kata yang 
mengikuti wazan (pola) mufa’alah yaitu seorang yang bekerja pada pohon anggur 
atau tamar atau pohon yang selain dari keduanya agar dapat mendatangkan 
kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang dirawat sebagai 
imbalannya
52
. Musaqah secara sederhana dapat diartikan kerja sama dalam merawat 
tanaman dengan pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh pada tanaman 
tersebut.  Musaqah secara etimologi adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang 
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 Menurut Rahmat Syafe‟i mendefenisiskan musaqah dalam bukunya “Fiqih 
Mu‟amalah” ialah “ suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar 
dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya”.54  
Menurut istilah, al musaqah didefenisikan oleh para ulama‟ antara lain : 
1. Syafi‟iyah yang dimaksudkan musaqah adalah “memberikan pekerjaan orang 
yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan 
keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya dan pekerja 
memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan dari pohon-pohon 
tersebut”. 
 
2. Menurut Hanabilah musaqah ialah “Seseorang menyerahkan tanah yang 
sudah ditanami seperti pohon anggur, kurma dan lainnya, baginya ada 
buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut 
seperti sepertiga atau setengahnya”. 
 
3. Menurut Syekh Syihab al Din al Qalyubi dan Syaikh Umairah, al musaqah 
ialah : “mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram 
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dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk 
mereka berdua”.55 
 
4. Menurut Hasbi Ash Shiddieqi, yang dimaksud musaqah adalah “Syarikat 
dalam pertanian untuk memperolehhasil dari pepohonan”.56 
 Kerja sama dalam bentuk musaqah ini berbeda dari kegiatan seorang 
mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman karena hasil yang ia terima ialah 
upah yang sudah jelas ukurannya dan bukan dari hasil yang belm tentu. Kerjasama ini 
memerlukan suatu perjanjian atau akad yang dengan cara saling mengetahui satu 
sama lain dan dapat menunjukkan kerja sama yang saling rela sebagai bentuk dari 
kerjasama yang timbul dari kehendak bersama. Akad ini disyari‟atkan berdasarkan 
Sunnah Rasulullah SAW. Banyak dikalangan para ulama‟ fuqaha yang membolehkan 
akad musaqah ini karena sesuatu yang sangat dibutuhkan dan mengandung hikmah di 
dalam diperbolehkannya kerjasama ini.
57
  
 Menurut ulama Hanafiyah rukun dari musaqah yakni ijab dan qabul. Ijab ini 
diucapkan oleh sang pemilik pepohonan dan qabul diucapkan oleh petani penggarap, 
sedangkan pendapat ulama Hanabilah mengenai ijab dan qabul tidak perlu 
dilafalakan, penggarapan secara langsungpun sudah cukup untuk memulai akad 
kerjasama tersebut. Menurut Malikiyah, ucapan dari ijab dan qabul ini sifatnya 
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mengikat terhadap akad musaqah bukan dengan pekerjaan, begitu pula Syafi‟iyah 
yang menyaratkan ijab dengan lafal.
58
 
 Menurut jumhur ulama rukun akad musaqah ini ada tiga yakni sebagai 
berikut: 
1. Orang melakukan akad (‘aqidain) ialah petani penggarap dan pemilik lahan. 
2. Objek akad yakni buah dan pekerjaan. 
3. Sighat yaitu ijab dan qabul. 
 Kalangan fuqaha’ berbeda pendapat mengenai objek yang diperbolehkan akad 
musaqah ini. Menurut ulama Syafi‟iyah yang hanya boleh di musaqah-kan ialah 
pohon kurma dan anggur saja sedangkan ulama Hanafiyah seluruh pohon yang 
mempunyai akar ke bumi dan berbuah boleh di musaqah-kan,.
59
 Namun ulama-ulama 
mutaakhkhirin madzhab Hanafi memperbolehkan pohon-pohon dimusaqah-kan baik 
itu pohon yang berbuah maupun tidak berbuah, karena kesemuanya itu sama-sama 
membutuhkan perawatan. Menurut ulama Malikiyah objeknya akad musaqah ialah 
tumbuh-tumbuhan yang berbiji serta pohon-pohon yang berbuah yang akarnya 
menetap kedalam bumi sepanjang akad musaqah tersebut dilakukan sebelum buah 
pada pohon itu tampak tua dan boleh diperjualbelikan dan akad telah ditentukan 
waktunya. 
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 Sungguhpun pendapat para ulama mengenai pembolehan akad musaqah ini 
berbeda-beda, tidaklah salah apabila kita mengambil pendapat yang membolehkan 
bagi hasil musaqah terhadap tumbuh-tumbuhan yang akan dirawat, selama hal itu 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, karena tidak ada 
suatu nash yang menunjukkan pelarangan terhadap akad musaqah ini tentang batasan 
pohon atau tumbuhan untuk dilakukan musaqah.
60
 
F. Teori Bagi Hasil Muzara’ah 
 Muzara’ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti 
wazan atau pola mufa’alah, dari kata dasar al-zar’u yang mempunyai arti al inbat 
yakni menumbuhkan.
61
 “Kata muzara’ah adalah “mashdar dari Fi’il Madhi zaara‟ah 
dan Fi’il Mudhori’ yakni yuzaari’u  yang secara bahasa mempunyai pengertian 
tanam-menanam”.62  
 Ulama Hanafiyah menyatakan muzara’ah merupakan “Akad terhadap tanah 
pertanian berdasarkan bagi hasil”. Makna muzara’ah menurut ulama Hanafiyah 
adalah akad antara pemilik sawah atau lahan dengan petani atas dasar petani 
menerima upah dari hasil tanah, atau dengan makna lain pemilik lahan mengupah 
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 Kitab Al Umm, Imam Syafi‟i Rahimahullah menjelaskan bahwa Sunnah Rasul 
menunjukkan dua hal mengenai makna muzaa’ah yakni pertama ; bahwasanya boleh 
bermu‟amalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa 
yang dihasilkan atasnya. Artinya pohon kurma telah ada, baru kemudian diserahkan 
pada pemelihara (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua 
bela pihak (pemilik kebun dan penggarap) harus terlebih dahulu bersepakat tentang 
pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang 
lain untuk pekerja. Kedua, ketidakbolehan muzara’ah dengan pembagian hasil 1/4, 
1/3 atau sebagian dengan sebagian. Maksudnya ialah menyerahkan tanah kosong dan 
tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap 
dengan tanaman lain. Makna muzara’ah disini ialah tidak diperbolehkannya 
seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang 
sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum petani penggarap mulai bekerja. Inilah 
makna muzara’ah yang diterangkan dalam sunnah.64  
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“Menurut ulama‟ Hanabilah muzara’ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada 
seorang petani penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi dua”.65  
 Menurut syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, muzara’ah adalah pemilik tanah 
menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu 
ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan misalnya : 1/2 , 1/3 atau 
kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.
66
 
 Muzara’ah adalah salah satu bentuk kerja sama yang bergerak dibidang 
pertanian yakni pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap lalu 
kemudian hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Sesuai dengan pemikiran 
seorang ahli ekonomi Islam Imam asy Syaibani, yang lebih mengutamakan usaha 
dalam bidang pertanian, menurutnya pertanian memproduksi berbagai kebutuhan 
dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. 
Imam asy Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan 
orang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal dalam hidupnya 
yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan andaikata manusia berusaha keras usia akan 
membatasinya. Dalam hal ini kemaslahatan hidup manusia sangat bergantung 
padanya, oleh sebab itu Allah SWT memberi kemudahan setiap orang untuk 
menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Imam asy Syaibani juga mengatakan bahwa 
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seorang yang miskin membutuhkan orang kaya dan orang kaya membutuhkan tenaga 
orang miskin. Dari bentuk tolong menolong itulah manusia akan semakin mudah 
menjalankan aktivitas ibadah kepadaNya. Karena itulah kerja sama antara pemilik 
lahan dengan petani penggarap relevan dengan pemikiran Imam asy Syaibani.
67
  
 Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M), Muhammad Ibn al Hasan asy Syaibani 
(748-804 M) keduanya sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa akad muzara’ah 
hukumnya boleh karena akadnya cukup jelas yakni menjadikan petani sebagai serikat 
dalam penggarpan lahan. Menurut mereka akad ini saling membantu antara petani 
dengan pemiik lahan. Pemilik lahan tidak mampu atau tidak berkesempatan dalam 
mengolah lahannya sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan mampu dan 
berkesempatan dalam mengolah lahan tersebut. Sehingga wajar apabila pemilik lahan 




 Menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri bahwa 
perjanjian bagi hasil tanah pertanian ialah merupakan perbuatan hukum yakni sang 
pemilik tanah atau lahan ingin mendapatkan hasil dari tanahnya sendiri namun tidak 
mampu mengelolah tanahnya sendiri karena suatu sebab sehingga ia melakukan suatu 
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 Bagi hasil merupakan suatu ikatan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan 
dengan petani sebagai penggarap.
70
 Perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut 
Budi Harsono perjanjian bagi hasil adalah merupakan bentuk perjanjian antara orang 
yang mempunyai hak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain sebagai 
penggarap diperkenankan mengelolah tanah pertanian tersebut dengan pembagian 
hasilnya antara penggarap dan yang bertindak atas tanah tersebut menurut imbangan 
yang disetujui bersama. Bagi hasil tanah pertanian berbeda dengan sewa tanah 
pertanian yang tanah disewakan oleh pemilik lahan masihlah memegang kontrol 
usaha, sedangkan bagi hasil dilaksanakan berdasarkan perbandingan tertentu dari 
hasil pertanian. Perjanjian bagi hasil pada mulanya diatur oleh hukum adat maka 
tidak asing ketika terjadi kesepakatan bagi hasil dalam mengelolah tanah pertanian 
seringkali dipengaruhi aturan hukum dari adat setempat. Aturan kesepakatan bagi 
hasil yang diatur oleh hukum adat yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani 
penggarap umumnya petani penggarap tidak lebih diuntungkan daripada pemilik 
lahan. 
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 Sifat perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidaklah diperlukan bantuan dari 
kepala desa untuk sahnya perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak, tidak pula memerlukan adanya fakta dalam pembentukan perjanjian tersebut. 
Menurut hukum adat, perjanjian bagi hasil boleh dibuat oleh pemilik lahan, pemakai 
tanah kerabat, pembeli tahunan, pembeli gadai dan pemegang tanah jabatan serta 




 Dasar disyari‟atkannya bagi hasil pertanian ialah hadist Rasulullah SAW yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1551 sebagai  berikut :  
ع ََربٍَخ َمٌَأ َمَماَع َمَّهَس َ  ًِ ٍَهَع ُاللُ ىَّهَص ِالله ُلُُسَر ََّنأ ًُىَع ُالله َىِضَرُرَمُع هِبا ِه
 ٍرََمث هِم ا ٍَ ىِم ُجُرَخٌَام ٍرطَشب ٍعرَز ََأ
72 . 
Artinya : 
“Dari Ibnu Umar ra, bahwa sesungguhnya Rasululullah SAW memberikan 
kepada penduduk Khaibar setengah buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang 
dihasilkannya”.73 
 
Juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut : 
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هم مهسَ ًٍهع الله ًهص الله مسر لاق ,لاق ًىع الله ًضر يرٌرٌ ًبا هع 
 كسمٍهف ًبا ناف ياخا اٍحىمٍن َا اٍعرسٍهف ضرا ًن تواكًضرا74  
 
Artinya :  
 
“Dari Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, (barang 
siapa yang mempunyai tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan 
faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka tahanlah tanahnya”.75   
 
 Secara ringkas bentuk-bentuk bagi hasil pertanian dibagi menjadi 4 bagian, 
diantaranya : 
1. Apabila lahan milik satu pihak maka (pemilik lahan) sedangkan alat, benih 
dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Maka akad ini tetap 
diperbolehkan, sang petani menjadi pengelolah lahan dari pemilik lahan 
dengan pembagian dari hasil pertanian itu. 
2. Jika benih dan lahan berasal dari satu pihak lalu alat dan pekerjaan berasal 
dari pihak lain. Maka akad ini statusnya mubah sang pemilik lahan mengupah 
jasa pekerjaan dari petani penggarap, sedangkan alat yang digunakan ialah 
alat dari petani penggarap. 
3. Kalau lahan, benih serta alat pertanian disediakan oleh satu pihak, sedangkan 
yang mengerjakan lahan dari pihak lain, maka akad ini juga diperbolehkan. 
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Diibaratkan sang pemilik lahan yang menyewa petan penggarap untuk 
mengelaolah lahannya dengan hasil pertanian dibagi atas persetujuan bersama.  
4. Apabila lahan dan alat pertanian berasal dari pihak yang satu kemudian 
pekerjaan dan benihnya berasal dari pihak yang lain, maka akad ini tidaklah 
diperbolehkan. Sebab jika akad ini diqiyas-kan kepada akad ijarah terhadap 





G. Rukun dan Syarat muzara’ah 
 Jumhur ulama‟ menyatakan rukun muzara’ah yang harus dipenuhi agar akad 
menjadi sah ialah sebagai berikut :  
1. Shighat akad yakni ijab dan qabul. 
2. Dua pihak yang melakukan akad (pemilik lahan dan penggarap). 
3. Objek muzara’ah yakni benih lahan dan hasil pertanian.77 
 
Adapun syarat-syarat dalam akad muzara’ah menurut jumhur Ulama‟ ada 
yang menyangkut orang yang melakukan akad, benih yang akan di tanam, lahan yang 
akan digarap, hasil yang akan dipanen dan menyangkut waktu berlakunya akad.
78
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a. Orang yang melakukan akad haruslah Berakal sehat dan baligh (mumayyiz) karena 
akal merupakan syarat seseorang dianggap cakap bertindak hukum. Oleh karena 
itu akad muzara‟ah tidaklah sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak-anak 
yang belum mumayyiz.  
b. Tidak murtad, ini merupakan pendapat Abu Hanifah sedangkan dua muridnya 
(Abu Yusuf dan Muhammad asy Syaibani) tidak mensyaratkan hal ini, menurut 
mereka muzara‟ah tetaplah sah walaupun salah satu diantara ‘aqid murtad.79  
c. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap 
mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan 
pertanian itu. 
d. Lahan pertanian yang dikerjakan 
1. Tidak semua tanah bisa ditanami tumbuhan dengan baik, terdapat beberapa 
jenis tanah yang sukar untuk di tanami tumbuhan sehingga, menurut adat 
kebiasaan dikalangan para petani, mempertimbangkan kemungkinaan lahan itu 
bisa diolah dan menghasilkan. 
2. Batas-batas lahan itu jelas 
3. Lahan yang sudah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk 
diolah, maka tidak boleh bagi pemilik lahan ikut campur dalam pengolahan 
lahan tersebut. 
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e. Hasil yang akan dipanen 
1. Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasinya). 
2. Hasil panen harus seutuhnya milik bersama orang yang berakad, tidak boleh 
ada pengkhususan seperti, disisihkan terlebih dahulu sekian persen.  
Persyaratan ini pun sebaiknya dicamtumkan dalam perjanjian sehinnga tidak 
timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat 
luas. 
3. Batas waktu muzara‟ah harus diketahui dan disepakati ketika akad serta sesuai 
betul dengan masa dan kebiasaan pengolahan tanaman.  
 
 
H. Berakhirnya akad Muzara’ah. 
Suatu akad muzara’ah berakhir apabila  
1. Meninggalnya salah satu pihak, menurut ulama‟ madzhab Hanafi apabila salah 
satu pihak meninggal maka akad muzara’ah pun berakhir, sedangkan ulama‟ 
menurut madzhab Syafi‟i dan Maliki akad tersebut tidak berakhir dan hal 
tersebut dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
80
 
2. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Apabila masa akhir akad muzara’ah 
sudah sampai maka berakhir pula akad tersebut, dan pembagian hasil panen 
dibagi atas dasar kesepakatan kedua bela pihak. Sungguhpun demikian, bila 
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tanaman yang ditanam belum panen maka akad muzara‟ah tetap berlangsung 
hingga waktu panen dan petani berhak menerima hasil dari pekerjaanya   
3. Jika banjir merusak dan melanda tanah sewa sehingga kondisi tanah dan tanaman 
rusak maka perjanjian berakhir. 
4. Akad fasakh disebabkan adanya udzur (halangan) yang menyebabkan 
terhalangnya kedua bela pihak melangsungkan akad muzara’ah diantaranya :  
a. Pemilik lahan terbelenggu utang sehingga mengharuskannya menjual lahan 
pertaniannya. 
b. Penggarap tidak dapat mengelolah lahan pertanaian tersebut karena sakit atau 





I. Kerangka berpikir   
Kerangka pemikiran merupakan gambaran sementara tentang objek analisis 
untuk mempermudah alur penelitian. Sistem bagi hasil sawal merupakan suatu 
perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam mengolah 
lahan pertanian dengan keuntungan dari hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan 
bersama. Bagi hasil sawal mempunyai nilai tolong-menolong, menjaga kemakmuran 
bumi serta melestarikan daerah pertanian sebagai sumber kekayaan alam. Secara 
teknis model bagi hasil sawal ini serupa dengan akad bagi hasil pertanian dalam 
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Islam yang juga perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam 
pengolahan lahan pertanian. Kegiatan ini pun dipraktikkan pada zaman Rasulullah 
SAW dan juga para Sahabat. Adapun kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut  






















A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Craswell penelitian 
kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari 
pandangan responden dan melekukan studi pada situasi yang alami.
82
 Selain dari itu, 
mengapa menggunakan metode kualitatif, karena permasalahan yang kompleks dan 
dinamis dan penuh makna sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan 
metode kuantitatif. Dan juga peneliti bermaksud memahami kondisi sosial, skema 
dan teori. 
2. Lokasi penelitian 
Adapun mengenai lokasi yang dituju sebagai tempat  melakukan penelitian 
yakni di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. 
B. Pendekatan penelitian 
Dalam penelitan ini, calon peneliti menggunakan beberapa pendekatan, 
diantaranya :  
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1. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada aturan-aturan 
yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamnya sesuai dengan 
ajaran dalam Islam, yakni penulis berpedoman pada Al Qur‟an dan Al Sunnah. 
2. Pendekatan sosial yaitu pembahasan yang mengacu pada fenomena-fenomena 
sosial terjadi di dalam masyarakat serta yang mempengaruhi interaksi sosial di 
dalam masyarakat. 
 
C. Sumber data 
Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan.
83
 
dalam hal ini yang menjadi sumber pertama adalah petani penggarap dan 
pemilik lahan yang ada yang ada di Desa Palece kecamatan Limboro 
Kabupaten Polewali Mandar. 
2. Data Sekunder adalah data yang diambil dari buku-buku, brosur, dan artikel 
yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian.  
 
D. Tehnik Pengumpulan Data 
Tehnik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang 
menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu metode yang merupakan 
strategi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan 
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 Pada penelitian kuliatatif biasanya kenal metode wawancara 
mendalam, dokumentasi dan observasi partisipasi. 
1. Metode wawancara juga disebut dengan metode interview. Inti dan metode 
wawancara ini bahwa disetiap penggunaan metode ini selalu muncul beberapa 
hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman 
wawancara. Ada beberapa macam wawancara yakni pertama, wawancara 
sistematik adalah wawancara yang dilakukan dengan pewawancara 
mempersiapkan terlebih dahulu pedoman tertulis tentang apa yang hendak 
ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh 
pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir 
wawancara, karena biasanya pedoman tersebut disusun sedemikian rupa 
sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang 
mudah sampai pada hal-hal yang lebih kompleks. Kedua, wawancara terarah 
adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap 
tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada 
responden dan telah dipersiapkan oleh pewawancara sebelumnya. Namun 
yang jelas, metode ini lebih muda dilakukan oleh pewawancara yang 
berpengalaman ketimbang pewawancara pemula, karena membutuhkan skill 
yang bernilai lebih daripada wawancara sistematik. Ketiga wawancara 
mendalam, biasanya wawancara ini digunakan bersamaan dengan metode 
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observasi partisipasi, pada penggunaan metode ini biasanya pewawancara 
diharuskan hidup bersama-sama dengan responden dalam waktu yang relatif 
lama. Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan pedoman (guide) tertentu 
dan semua pertanyaan sifatnya spontan sesuai dengan apa yang dilihat, 
didengar dan dirasakan pada saat wawancara bersama responden.
85
 
Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai pemilik lahan dan petani 
penggarap dan tokoh masyarakat. 
1. Petani penggarap : Bapak Firdaus ( 30 tahun, Dusun Betteng), 
Bapak Muhammad Idris ( 58 Tahun Dusun Sepa‟) dan bapak 
Hamma Ashim (64 tahun Dusun 1 Palece). 
2. Pemilik lahan : Bapak Halman (63 tahun). 
3. Tokoh Masyarakat : bapak Syahril (50 Tahun, Dusun 1 Palece). 
   
2. Observasi pada intinya suatu proses pengamatan dengan menggunakan 
pancaindera kita. Seorang peneliti dapat melakukan observasi dengan 
berbagai cara. Ia dapat melihat kondisi masyarakat yang menjadi tempat 
penelitiannya. Bahkan, ketika kita sedang melakukan wawancara, kita juga 
tetap harus melakukan observasi. Misalnya : kita perlu mengamati kondisi 
tempat wawancara, kondisi tempat tinggal informan, raut mukanya dan 
sebagainya. Bagi peneliti kulitatif, hal ini dapat memperkaya hasil 
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 Observasi dalam penelitian ini Analisis terhadap penerapan bagi 
hasil pertanian (Muzara‟ah) kepada para petani yakni cara pembagian hasil 
pertanian dan faktor yang mempengaruhi dalam pembagian hasil pertanian 
tersebut. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Peneliti adalah instrumen kunci (key-instrumen) dalam penelitian. Penelitilah 
yang melakukan observasi, peneliti yang membuat catatan dan peneliti pula yang 
melakukan wawacara.
87
 Adapun alat bantu yang akan penulis gunakan dalam 
pengambilan data yaitu antara lain : 
1. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara yaitu lembaran yang digunakan peneliti sebagai 
petunjuk dalam melakukan wawancara agar memudahkan peneliti ketika 
berdialog dengan responden yang dianggap mengetahui banyak tentang aturan-
aturan dalam praktik bagi hasil (sawal) yang ada di Desa Palece Kecamatan 
Limboro Kabupaten Polewali Mandar. 
2. Kamera 
Yaitu salah satu alat yang akan penulis gunakan untuk melakukan 
dokumentasi yang kemudian informasi yang didapatkan penulis baik itu catatan-
catatan, arsip-arsip maupun dokumen-dokumen yang menyangkut tentang  
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penelitian bagi hasil pertanian akan disimpan oleh penulis dalam bentuk foto atau 
gambar. 
3. Tape recorder atau Perekam suara 
Tape recorder atau perekam suara adalah alat yang akan digunakan oleh 
penulis dalam merekam percakapan dengan responden ketika sedang melakukan 
wawancara sehingga informasi yang didapatkan lebih akurat. Dalam hal ini 
penulis menggunakan handphone dalam merekam percakapan tersebut.   
 
F. Tehnik pengolahan dan Analisis Data. 
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 
data berlangsung dan setelah pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 
dalam pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah 
melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.
88
 
Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles 
and Huberman yakni data reduction (reduksi data) dan data display (penyajian data) 
serta conclusion drawing (penarikan kesimpulan). 
1. Data reduction (reduksi data) 
Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih 
memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara sehingga 
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kesimpulan dapat digambarkan dan diverifikasikan.
89
 Reduksi data merupakan 
proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan 
kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru dalam 
melakukan reduksi data dapat mendiskusikn hal tersebut pada teman atau orang 
lain yang dipandang ahli. Melalui itu maka wawasan peneliti akan berkembang, 
sehingga dapat mereduksi data- data yang memiliki nilai temuan dan 
pengembangan teori yang signifikan.
90
 
2. Data display (penyajian data)  
Langkah utama berikutnya dalam analisis data ialah model data atau 
penyajian data. Dengan mendisplaykan data atau menyajikan data, maka akan 
memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 
berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian 
data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 
dan flowchart dan sejenisnya.
 91
 
3. Conclusion drawig (penarikan kesimpulan) 
Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman 
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan  awal yang dikemukakan 
masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 
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kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun  jika 
kesimpulan yang dikumpulkan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 
valid dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, 
maka kesimpulan yang dikemukakan merupkan kesimpulan yang kredibel.
92
  
G. Uji Keabsahan Data 
Tehnik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
trianggulasi. Trianggulasi menurut Meleong adalah suatu tehnik pemeriksaan data 
yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar dari data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
93
 Menurut Patton ada empat 
macam trianggulasi sebagai tehnik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yakni 
sebagai berikut :  
1. Trianggulasi data  
Trianggulasi data ialah peneliti yang dalam mengumpulkan data, haruslah 
menggunakan berbagai sumber seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil 
observasi atau dengan mewawancarai satu objek atau lebih yang dianggap 
memiliki pandangan yang berbeda. 
2. Trianggulasi Teori 
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Trianggulasi teori yakni sebagai bahan untuk menggunakan berbagai teori 
yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang sudah dikumpulkan sudah 
bersyarat. Pada penelitian ini berbagia teori telah dipaparkan pada tinjauan 
teoretis untuk diperguanakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.  
3. Trianggulasi Pengamat 
Yaitu adanya pengamat yang selain peneliti turut memeriksa hasil 
pengumpulan data tersebut  
4. Trianggulasi Metode 
Trianggulasi metode merupakan penggunaan berbagai metode untuk 
meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam 
penelitian ini peneliti melakukan metode wawancara dan observasi pada saat 
wawancara dilakukan. 
Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan tehnik trianggulasi data dan 
trianggulasi teori. Pada trianggulasi data, peneliti akan mengumpulkan hasil 
wawancara, yakni dengan berbagai informan seperti pemilik lahan petani penggarap 
dan tokoh masyarakat. Sedangkan pada trianggulasi teori, peneliti akan menguraikan 
tentang praktik bagi hasil sawal dalam perspektif ekonomi Islam sesuai dengan yang 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kondisi daerah 
Desa Palece berada di Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Provinsi 
Sulawesi Barat, dengan luas wilayahnya 2,05 Ha. jarak yang ditempuh dari Desa 
Palece ke ibu kota Kecamatan yakni 2 km. Jika menggunakan kendaraan bermotor 
lama jarak tempuh menuju ibu kota kecamatan adalah sekitar 2 menit, sedangkan jika 
menempuhnya dengan berjalan kaki bisa memakan waktu 15 menit. Jarak Desa 
Palece ke Ibu kota kabupaten adalah 50 km, dengan menggunakan kendaraan 
bermotor butuh waktu 1 jam untuk sampai ke ibu kota kabupaten. Sedangkan jarak 
dari Desa palece ke ibu kota provinsi 200 km dengan memakan waktu 4 jam 
perjalanan dengan kendaraan bermotor. Jalan yang menghubungkan antara Desa 
Palece, ibu kota Kecamatan, ibu kota Kabupaten dan Provinsi sangat baik sehingga 
arus transportasi berjalan dengan lancar. Batas-batas wilayah yang terhubung dengan 
Desa palece yakni : 
Sebelah utara, terdapat Desa LembangLembang. 
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Samasundu dan  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Limboro, 
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Renggeang.  
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Aliran sungai yang terdapat di Desa Palece dapat dikatakan sebagai garis 
topografi yang membatasi Desa Palece dengan Desa Renggeang. Jika dilihat letak 
geografisnya, Desa Palece merupakan Desa yang strategis walaupun tidak dekat 
dengan pusat perekonomian yakni Pasar Baru, jarak tempuh dari Desa Palece ke 
Pasar Baru kurang lebih 5 km. Dan sejauh ini belum pernah terjadi konflik antar 
desa sebagai desa yang bertetangga.    
2. Kondisi Iklim 
Iklim merupakan suatu kondisi alam pada suatu wilayah tertentu yang 
mempengaruhi lingkungan dan individu atau kelompok. Tentunya kondisi iklim 
ini ikut berperan dalam mempengaruhi produksi pertanian yang ada di Desa 
Palece. Keadaan iklim yang terjadi di Desa Palece yakni musim hujan dan musim 
kemarau, jumlah rata-rata bulan hujan yang terjadi di Desa Palece adalah tiga 
bulan dan suhu rata-rata hariannya sekitar 30 derajat selsius. 
B. Keadaan Wilayah dan Potensi Sumber Daya Alam 
Ditinjau dari potensi sumber daya alam dan letak topografi yang ada di Desa 
Palece termasuk Desa yang sangat strategis, secara umum pola penggunaan 
tanahnya untuk jenis tanah kering digunakan sebagai tegal atau ladang dengan 
luas 1,2 Ha, tanah pemukiman yang luasnya 0,6 Ha dengan total luas 2,5 Ha. 
Jenis tanah perkebunan kebanyakan tanah perkebunan mlik perorangan dengan 
rata-rata luas 10, 2 Ha. Dan untuk tanah penggunaan fasilitas umum yakni tanah 
perkantoran pemerintah 0,5 Ha, tempat pemakaman Desa/umum dengan luas 1,5 
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Ha, bangunan sekolah dengan luas 2,5 Ha. Adapun jenis dan kesuburan tanah 
Desa Palece diihat dari warna tanahnya hitam dan abu-abu serta tekstur tanahnya 
yang berupa pasiran dan debuan dengan kondisi tanah erosi ringan dengan luas 
1,5 Ha. kondisi topografi dengan bentangan wilayah termasuk Desa yang 
berdataran rendah serta berbukit-bukit dengan masing-masing luas 19, 5 Ha dan 1 
Ha. Desa Palece juga termasuk Desa yang beraliran sungai sepanjang 1500 m.   
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi 
1. Kondisi penduduk 
Berdasarkan data yang diperoleh dan tercatat bahwa jumlah penduduk Desa 
Palece pada tahun 2017 sekitar 1.775 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 770 
jiwa dan perempuan 1005 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) yang tercatat yaitu 343 
KK. Jumlah penduduk Desa palece dibagi menjadi lima dusun yakni Dusun 1 Palece, 
Dusun 2 Palece, Dusun 3 Palece, Dusun Betteng dan Dusun Sepa‟. Dusun Sepa‟ 
merupakan Dusun dengan jumlah penduduk tertinggi diantara dusun yang lain 
dengan kisaran 421 jiwa. Sedangkan dusun dengan jumlah penduduk terbilang rendah 
jumlahnya adalah Dusun 2 Palece dengan jumlah penduduk 313 jiwa. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat keadaan kependudukan Desa Palece.  
Adapun persebaran penduduk Desa Palece di masing-masing dusun dapat di 





Keadaan penduduk di setiap dusun Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten 
Polewali Mandar tahun 2017 
No. Nama Dusun 









Dusun 1 Palece 
Dusun 2 Palece 


















 Jumlah 770 1.005 1775 
 
Sumber : Profil diolah dari Kantor Desa Palece  
2. Pendidikan 
Pendidikan adalah suatu aspek yang sangat penting dalam mendukung 
perkembangan peradaban dan pembangunan, tak terkecuali pedesaan guna 
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang maka akan semakin besar pula potensi seseorang untuk 
mengambil Inovasi baru. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Palece juga sangat 
memadai dan beragam mulai dari TK dan sederajat (raudhatul Athfal), SD dan 




No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 TK/Raudhatul Athfal 2 
2 Sekolah Dasar/MIS 2 
3 SMP/sederajat 1 
4 SMK 1 
 
3. Mata pencarian 
Setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentunya berusaha 
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kegiatan yang dalam rangka memenuhi 
kebutuhan hidup ini juga disebut kegiatan ekonomi, dan kegiatan ekonomi itu sendiri 
terbagi atas tiga kelompok yakni produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan 
ekonomi manusia dipengaruhi oleh alam tempat tinggalnya. Desa Palece merupakan 
desa yang kondisi alamnya sangat mendukung, baik itu dilihat dari kondisi iklim, 
kondisi tanah juga berdekatan dengan sungai sehingga sangat cocok bagi mereka 
yang bekerja dibidang pertanian. Maka tidaklah mengherankan jika banyak diantara 
mereka bertani bahkan yang berprofesi sebagai PNS pun juga bertani untuk 
menambah pemenuhan kebutuhan mereka. Selain itu, tidak sedikit diantara 
masyarakat Palece juga berprofesi sebagai pedagang, penjahit dan beberapa usaha 
jasa keterampilan lainnya.     
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4. Sarana dan prasarana 
Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang sangat berperan penting dalam 
upaya pemenuhan kebutuhan penduduk suatu daerah. Kondisi desa Palece mampu 
menghubungkan antara dusun yang satu dengan dusun yang lain. Panjang jalan aspal 
yang menghubungkan antara dusun satu dengan dusun yang lain yakni 4.376 m, 
semua unit jalan yang menghubungkan antara dusun yang satu dengan dusun yang 
lainnya adalah baik. Begitu pula jalan yang menghubungkan antara Desa Palece 
dengan ibu kota Kecamatan dan ibu kota Kabupaten adalah sangat baik, sehingga 
arus transportasi berjalan dengan sangat baik.  
Letak kantor Desa Palece cukup strategis yakni berada di tengah desa tepatnya 
dekat perbatasan antara Dusun Sepa‟ Dusun Betteng dan Dusun 3 Palece. Prasarana 
air bersih Desa Palece terdapat 43 sumur gali dan 9 unit jumlah tangki air bersih. 
Kenudian prasarana peribadatan yang ada di Desa Palece terdapat 3 masjid. Untuk 
prasarana olahraga terdapat 1 lapangan sepak bola, 2 unit lapangan bulu tangkis, 
lapangan tennis dan lapangan volli masing-masing 1 unit lapangan dan 2 unit 
lapangan takraw. 
 
D. Praktik Sawal di Desa Palece sebagai Akad Bagi Hasil Pertanian 
Suatu bentuk kegiatan pengolahan lahan pertanian dengan cara 
mempekerjakan orang lain demi mencapai keuntungan bersama yang berarti juga 
merupakan perbuatan saling tolong menolong merupakan salah satu perbuatan yang 
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mulia di sisi Allah SWT. Pada zaman Rasulullah dan Khulafa‟ al Rasyidin pun 
kegiatan mempekerjakan orang lain dalam mengolah lahan pertanian sudah ada, 
bahkan praktik pada zaman ini menjadi contoh yang baik setelah zamannya dan 
tentunya sesuai dengan prinsip dasar Islam, sebab dalam hal pembagian keuntungan 
dibagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap dari hasil 
panen yang diperoleh dengan tidak menimbulkan keuntungan sepihak entah bibit 
tanaman atau perongkosan dalam pengolahan lahan pertanian itu berasal dari pihak 
pemilik lahan ataupun berasal dari pihak petani penggarap . 
Kegiatan mempekerjakan orang lain dalam mengelolah lahan pertanian ini 
masihlah dipraktikkan oleh sebagian kaum muslimin, termasuk masyarakat petani 
Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar menerapkan hal 
tersebut. Sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan masyarakat petani di Desa 
Palece adalah sistem yang sudah ada sejak dulu yakni dari nenek moyang mereka. 
Menurut bapak Syahril sebagai tokoh masyarakat, beliau mengatakan : 
Bagi tiga dan bagi dua, iya dzi‟o bagi hasil sejak kanne-kanne‟ta didzua mai 
memang aturannya seperti itu, jadi sampai sekarang ini ndangi dzua tiroba mo, 
itu aturan sejak dulu artinya kalau mau dirubah maka akan berbenturan dengan 
masyarakat, jelas salah satunya antara petani penggarap atau pemilik lahan 
andangi tu‟u na setuju apa iya aturan selama dzua mai, misal kalau mau dirubah 
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Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Syahril bahwa sistem bagi hasil 
yang diterapakan di Desa Palece ialah aturan yang sejak dulu dari orang-orang tua 
terdahulu yang tidak pernah berubah hingga sekarang yaitu bagi tengah dan bagi tiga, 
dan kalau ingin dirubah hal itu tidak dapat disetujui serta akan menimbulkan 
pertentangan dan pastinya ada yang merasa keberatan entah itu dari pihak pemilik 
lahan atau dari petani penggarap dan dalam menjalin kerjasama antara petani 
penggarap dan pemilik lahan dengan sistem tersebut tidak pernah terjadi 
persengketaan antara keduanya.      
 Secara umum ada dua macam sistem pembagian hasil pertanian yaitu bagi 
hasil dengan rasio perbandingan seperdua banding seperdua, sepertiga banding 
duapertiga. Ada juga yang menggunakan sistem dengan rasio perbandingan 
seperempat banding tigaperempat, namun pembagian 1/4 (seperempat) ini sangat 
jarang dijumpai. Pembagian ini di bagi berdasarkan lahan yang dikelolah oleh petani 
penggarap yaitu lahan kosong dan lahan berisi seperti yang di katakan oleh bapak 
Firdaus sebagai petani penggarap yakni : 
Pembagian hasil panen itu, ada yang dibagi dua ada juga dibagi tiga. Kalau 
tanah kosong maka dibagi tengah hasil karena kita sendiri yang kerja, kita juga 
yang tanggung perongkosan bibit. Berarti dengan uang dan tenaga, jadi itu yang 
dibagi tengah hasilnya, kan lahan kosong itu pastinya pake modal berupa 
materi. Tapi kalau yang menyiapkan bibit tanaman adalah pemilik lahan maka 
dibagi tiga, 2/3 untuk pemilik lahan dan sepertiga untuk petani penggarap. 
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Sedangkan kalau lahan yang sudah berisi dibagi tiga, dia pemilk lahan yang 




Berdasarkan yang dikatakan oleh bapak Firdaus bahwa pembagian hasil panen 
itu dilihat dari jenis lahan yang dikelolah, dari lahan yang dikelolah inilah sistem 
pembagian ditetapkan. Pertama, Jika lahan yang dikelolah oleh petani penggarap 
ialah lahan kosong maka pembagian hasil pertaniannya adalah seperdua banding 
seperdua yaitu seperdua untuk pemilik lahan dan seperduanya lagi untuk petani 
penggarap. Kedua, lahan yang dikelolah adalah lahan yang sudah berisi dengan 
pembagian hasil panen sepertiga banding duapertiga, dalam hal ini duapertiga adalah 
bagian yang diperoleh untuk pemilik lahan sedangkan sepertiga untuk petani 
penggarap. Sungguhpun demikian pembagian hasil panen pada lahan yang berisi, bisa 
pula dibagi dua jika sudah ada perjanjian sebelumnya antara petani penggarap dengan 
pemilik lahan. Sebagaimana yang dikatakan bapak Firdaus, yaitu : 
Terserah perjanjian sama yang punya tanah, kan kalau misal tanaman seperti 
coklat, pake biaya seperti pemupukan, penyemprotan dan pemangkasan. Jadi 
kalau kebun yang sudah banyak isinya, yang kerja tanggung perongkosan 




Tampaknya, ungkapan dari bapak Firdaus bahwa pembagian hasil panen pada 
lahan yang sudah berisi tidak hanya dibagi tiga, namun persetujuan antara petani 
penggarap dengan pemilik lahan merupakan faktor penentu dari pembagian hasil 
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penen yang diperoleh dibagi dua. Hal yang demikian terjadi karena terdapat tanaman 
tertentu yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk perawatan dan 
pemeliharaannya, seperti tanaman coklat yang dicontohkan oleh bapak Firdaus yang 
memakan biaya pemupukan, penyemprotan serta pemangkasan sedangkan biaya 
pemeliharaan itu ditanggung oleh pihak petani penggarap, sehingga lahan yang berisi 
pun kadang di bagi dua. Namun demikian kesemuanya itu tetap tergantung pada 
kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan.  
Pernyataan yang disampaikan oleh informan lainnya yaitu Hamma Ashim 
tidak jauh berbeda dengan ungkapan tersebut, bahwa aturan bagi hasil pertanian 
untuk lahan yang sudah ada tanaman di dalamnya adalah dibagi tiga yakni sepertiga 
untuk petani penggarap dan duapertiga untuk pemilik lahan pada umumnya, seperti 
yang ia katakan : 
“Iya wandimo dzio pambareang na, bare tallui. Dua bareangi to uma sambareangi to 
massawal”97 
 
Perkataan bapak Hamma Ashim tersebut menunjukkan bahwa untuk 
pembagian hasil pertanian ialah pada umumnya dibagi tiga, yakni duapertiga bagian 
untuk pemilik lahan dan satupertiga bagian untuk petani penggarap. Akan tetapi jika 
bibit tanamannya berasal dari pihak petani penggarap maka yang mendapat dua 
bagian dari hasil pertanian adalah petani penggarap dan satu bagian untuk pemilik 
lahan. Namun terlepas dari itu semua, ketentuan pembagian hasil panennya tetap 
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bergantung pada persetujuan atau kesepakatan bersama, dengan kata lain, biaya yang 
dibutuhkan dalam pengolahan lahan pertanian yang diolah oleh petani penggarap 
bergantung pada kesepakatan kedua pihak dengan mengikuti sistem pembagian hasil 
produksi pertanian sebagaimana yang diungkapakan oleh bapak Hamma Ashim 
tersebut. 
 Hal ini, peneliti juga mendapatkan jawaban yang sama mengenai aturan 
pembagian hasil pertanian dari pihak pemilik lahan yakni bapak Halman, beliau 
mengatakan : 
Persetujuan dzi‟o, inna persetujuan lebih baik, kebijaksanaan pole to lita, para 
macoa tau. Andangi dzi‟o mennassa ma‟ua semata aturan lao na dituru‟i, tapi 
kalau aturannya ya memang seperti itu aturannya bagi tiga dan bagi tengah. ada 





Perkataan dari bapak Halman tersebut menunjukkan bahwa pembagian hasil 
panen itu tidaklah selalu bertolak dari aturan-aturan yang ada, melainkan juga 
kembali pada persetujuan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap, 
seringkali ketika petani penggarap tidak banyak memperoleh hasil panen dari lahan 
garapannya, maka ada kebijakan dari pemilik lahan dengan memberikan hasil panen 
itu kepada petani penggarap. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menyajikan aturan 
pembagian hasil pertanian dalam bentuk tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 hasil wawancara informan Pemilik lahan dan Petani penggarap 







1 Lahan kosong 1/2 : 1/2 1/2 1/2 Benih dari 
penggarap 
2 Lahan berisi 1/3 : 2/3 2/3 1/3 - 
Sumber : Hasil wawancara diolah 
Dari hasil wawancara tersebut terdapat dua jenis lahan yang dikelolah dari 
praktik bagi hasil pertanian di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupten Polewali 
Mandar, yakni lahan kosong dan lahan berisi.  
1. Lahan kosong maksudnya ialah lahan yang belum ditanami tanaman di 
dalamnya dan baru akan ditanami oleh petani penggarap setelah ada 
kesepakatan antara si petani penggarap dengan pemilik lahan mengenai bibit 
tanaman dan sekaligus aturan pembagian hasil panen setelah jelas penyuplai 
bibit tanaman yang akan ditanam entah itu dari pihak petani penggarap ataupun 
dari pemilik lahan sendiri. Secara umum pembagian hasil panen untuk lahan ini 
adalah bagidua selama benih tanaman berasal dari pihak petani penggarap, 
namun tidak menutup kemungkinan hasil panennya juga dibagi tiga tergantung 
kesepakatan bersama. 
2. Lahan berisi merupakan lahan yang memang sudah terdapat tanaman di 
dalamnya sehinnga petani penggarap hanya memberikan perawatan pada 
tanaman yang ada di dalamnya, untuk hal yang seperti ini kebanyakan 
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pembagian hasilnya dibagi tiga yakni 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk 
petani penggarap, namun pembagian hasil panen juga boleh dibagi dua sesuai 
kesepakatan dari kedua pihak, karena terdapat tanaman tertentu yang 
membutuhkan perawatan khusus dengan biaya yang tidak sedikit. 
Dari pengelompokan jenis lahan pada tabel yaitu lahan kosong dan lahan 
berisi masing-masing diabagi dua dan bagi tiga pembagian tersebut merupakan 
bentuk umum aturan pembagian hasil pertanian, artinya pembagian hasil panen 
tersebut tidak terlepas dari kesepakatan bersama sehingga tidak menutup 
kemungkinan hasilnya dibagi tiga, entah itu sepertiga untuk petani penggarap dan 
duapertiga untuk pemilik lahan atau sebaliknya, hal tersebut karena penyedia bibit 
tanaman berasal dari salah satu pihak, tergantung kesepakatan dari kedua pihak yang 
berakad. Untuk lahan yang sudah terdapat tanaman didalamnya tetap dibagitiga. 
 Uraian tersebut mengenai rasio perbandingan bagi hasil pertanian sesuai 
dengan hadist yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya yang diriwayatkan 
Imam Bukhari (2340) sebagai berikut : 
 ًبىنا لاقف ,فصىناَ عبرناَ ثهثناب اٍوُعرسٌ ُواك : لاق ًىع الله ًضر رباج هع
 معفٌ من ناف,اٍحىمٍن َا اٍعرسٍهف ضرا ًن تواك هم (:مهسَ ًٍهع الله ًهص
ًضرا كسمٍهف)99  
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Dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengolah tanahnya  
dengan rasio bagi hasil sepertiga, seperempat atau setengah dari hasil panen 
maka Rasululllah pun bersabda : Hendaklah dia menanaminya atau memberi 
izin saudaranya untuk menanaminya secara cuma-cuma. Barang siapa tidak 
melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.
100
        
  
Jika dilihat dari kebiasaan orang-orang Arab dalam mengolah lahannya pada 
zaman Rasulullah dari sisi sistem pembagiannya terdapat tiga jenis pembagian hasil 
pertanian yakni bagi tengah, bagi tiga dan bagi empat. Dari sini penulis dapat 
mengatakan bahwa sistem pembagiannya tidak jauh berbeda dengan sistem bagi hasil 
sawal yang diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Palece Kecamatan Limboro 
Kabupaten Polewali Mandar yakini bagi tiga dan bagi dua. Namun sungguhpun 
demikian auturan tersebut tidak pernah terlepas dari pengaruh budaya dan aturan adat 
setempat, dengan kata lain, perolehan hasil pertanian serta yang membiayai 
pengolahan lahannya tergantung kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani 
penggarap. Sepanjang itu tidak menimbulkan persengketaan antara kedua pihak maka 
penulis melihat hal yang demikian tidak bertentangan dengan Syari‟at Islam.      
 
E. Nilai Tolong menolong (Ta’awun) dalam Praktik Bagi Hasil Sawal 
Konsep ta’awun (tolong-menolong) bisa diartikan sebagai bertemunya setiap 
orang yang memiliki keamampuan dan keahlian yang berbeda untuk bekerjasama 
saling membantu mencapai tujuan yang ingin diwujudkan bersama. Sudah menjadi 
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iradat Ilahi bagi manusia sebagai mahluk yang tidak bisa hidup sendiri dalam 
memenuhi kebutuhannya di dunia. Ta‟awun merupakan konsep dasar yang dijadikan 
asas untuk mengaplikasikan teori Islam atas harta dengan tanpa adanya ta‟awun maka 
teori tersebut tidak dapat diwujudkan, dan tanpa adanya pemahamn yang benar 
tentang makna ta‟awun dan keimanan yang mendalam maka kehidupan masyarakat 
Islam tidak akan pernah terbangun dan konsep ekonominya hanya sebatas retorika. 
 Praktik bagi hasil sawal dapat dikatakan sebagai ibadah sosial sebab praktik 
tersebut memiliki nilai tersendiri dalam pelaksanaannya terutama membantu sesama  
manusia yang tidak mampu dalam hal ekonomi atau bagi mereka yang sedang 
membutuhkan.  
Menurut salah satu informan petani penggarap bapak Ahmad Idris 
mengatakan bahwa dia menjalin kerjasama atas dasar rasa persaudaraan dan 
kekeluargaan sebagaimana ungkapannya :  
“kan bassa yau dzi‟e kadang saya tidak terlalu melihat sama pembagian kadang atas 
paratta luluare para macoa tau”.101 
 
Dari perkataan bapak Ahmad Idris tersebut bahwa praktik bagi hasil sawal 
memiliki nilai persaudaraan dan nilai ta‟awun (tolong-menolong). tidak hanya itu, 
pemilik lahan juga memberikan kebijakan kepada petani penggarap sebagai mitra 
kerjanya yakni memberikan hasil panen tersebut secara cuma-cuma ketika hasil 
panen tersebut tidak mencukupi dari hasil yang diharapkan.  
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Selain itu bapak Firdaus juga mengatakan terdapat nilai kekeluargaan dalam 
menjalin sistem kerjasama tersebut ketika mewawancarainya yakni : 
“kadang juga kalau masa-masa hasil panen sedikit, pemilik lahan tidak mau ambil 
bagian atas dasar rasa kekeluargaan ada istilahnya pertimbangan”.102  
 
Dari ungkapan tersebut tampak bahwa antara petani penggarap dan pemilik 
lahan tidak hanya menjalin kerjasama, mereka juga memiliki kesadaran bahwa tidak 
hanya sekedar mempekerjakan orang lain namun juga menolong dan memberikan 
keringanan terhadap sesama jauh lebih bermakna. Praktik bagi hasil sawal yang di 
praktikkan oleh masyarakat petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten 
Polewali Mandar ada kesesuaian dengan syari‟at Islam, yakni Islam menganjurkan 
kepada ummatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia, karena terkadang 
ada di kalangan manusia yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidup mereka, dan sebaliknya ada manusia yang mempunyai harta yang 
lebih sehingga ada bagian dari hartanya yang tidak mampu dikelolanya. Padahal 
Islam menegaskan untuk menjaga harta sebaik-baiknya yaitu dengan membuatnya 
terus mendatangkan manfaat terutama bagi kemaslahatan bersama dan inilah yang 
menjadi titik temu adanya saling membutuhkan sehingga praktik sawal ini 
mempunyai nilai tolong-menolong. Dengan demikian, praktik bagi hasil sawal 
masyarakat petani Desa Palece memuat unsur tolong-menolong sebagai nilai-nilai 
sosial yang berdasarkan pada asas-asas Islam. 
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Selain dari itu kegiatan ini juga memiliki nilai persaudaraan yang dapat 
mempererat tali silaturrahim, rasa kekeluargaan yang terjalin. Adanya rasa saling 
tolong menolong atau persaudaraan dalam menjalin kerjasama akan mempererat tali 
silaturrahim, Allah SWT telah menetapkan sunnatullah dalam hubungan sosial yakni 
bahwasanya siapa yang berbuat baik maka kebaikannya itu akan kembali pada dirinya 
sendiri, sebaliknya siapa yang berbuat jahat maka kejahatn itu akan kembali pada 
dirinya. Sesuai Firman Allah dalam QS. Al Isra‟/17 : 7 sebagai berikut : 
                                   
                          
       
Terjemahnya : 
 
“jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 
jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila 
datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-
orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam 
mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan 
untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai”.103 
 
Argumentasi tersebut sejalan dengan praktik bagi hasil pertanian yang terjadi 
di zaman Rasulullah sebagaimana terungkap dalam hadist yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim sebagai berikut : 
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هم مهسَ ًٍهع الله ًهص الله مسر لاق ,لاق ًىع الله ًضر يرٌرٌ ًبا هع 
ًضرا كسمٍهف ًبا ناف ياخا اٍحىمٍن َا اٍعرسٍهف ضرا ًن تواك104  
Artinya :  
 
“Dari Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, (barang 
siapa yang mempunyai tanah maka hendaklah dia menanaminya atau memberi 
izin saudaranya untuk menanaminya secara cuma-Cuma, jika ia tidak mau 
maka tahanlah tanahnya”.105 
 
Penyerahan lahan pertanian kepada orang lain untuk dikelolah merupakan 
suatu amalan shalih, yang tidak hanya memanfaatkan tanah agar tidak terbengkalai 
namun lebih kepada perbuatan saling tolong menolong diantara sesama manusia. 
Secara tidak langsung hal tersebut tentunya dapat membantu orang lain dalam 
memenuhi kebutuhan keluarganya.   
 
F. Nilai Keadilan dalam Praktik Bagi Hasil Sawal  
Proses kerjasama yang dilaksanakan oleh masyarkat petani di Desa Palece 
Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar selain merupakan suatu perbuatan 
yang mencerminkan amal salih juga memuat di dalamnya nilai keadilan sebagai salah 
satu yang dijunjung tinggi dalam Islam. Bahkan Allah menetapkan keadilan ini paling 
dekat dengan taqwa, karena ketaqwaan termasuk prinsip utama dalam Islam sebagai 
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 Keadilan merupakan kesadaran sepenuhnya terhadap 
sesuatu kepada orang lain yang memang menjadi haknya atas sesuatu itu, sehingga 
masing-masing memperoleh kesempatan dalam melaksanakan haknya dan kewajiban 
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 
Keadilan ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S al Nahl/16 : 90 : 
                              
                      
 
Terjemahnya : 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 





Menurut informan bapak Ahmad Idris mengatakan : 
iyamo tu dzi‟o pambareanna, assituruang anna paramacoa tau, pembagian 
memang sudah seperti itu sesuai dengan aturan kesepakatan bersama jadi saya 





 Dari ungkapan bapak Ahmad Idris selaku petani penggarap tersebut 
menunjukkan bahwa bagi hasil sawal tersirat rasa keadilan bagi keduanya dalam 
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menjalin kerjasama. Indikasinya mereka membagi hasil pertaniannya atas modal dari 
masing-masing pihak, bagi pemilik lahan yakni lahan itu sendiri dan bagi petani 
penggarap berupa tenaga dan keahlian. Dan untuk benih tanaman boleh dari pihak 
pemilik lahan ataupun petani penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama. 
Ungkapan lain dari informan ialah bapak Firdaus yang mengatakan bahwa 
pembagian hasil pertanian itu tidaklah selalu pada aturan-aturan yang ada namun 
lebih kepada kesepakatan kedua pihak yang bekerjasama. Hal ini yang demikian 
sesuai dengan ungkapannya : 
Kalau yang punya kebun yang beli bibit maka dibagi tiga, dua bagiannya 
pemilik kebun dan satu bagian yang diambil petani penggarap, tapi kalau bibit 
itu dari petani penggarap maka dibagi dua dan kadang dibagi tiga juga, yang 
kerja ambil dua, dan yang punya kebun ambil satu bagian karena yang satu 
bagian dari dua bagian yang diambil petani penggarap adalah ongkos bibit, 




Bahwa aturan pembagian hasil pertanian yang ada di Desa Palece Kecamatan 
Limboro kabupaten Polewali Mandar secara umum ialah seperedua dan sepertiga 
dengan bibit tanaman berasal dari pemilik lahan yakni duapertiga untuk pemilik lahan 
dan sepertiga untuk petani penggarap. Namun jika bibit tersebut berasal dari pihak 
petani penggarap maka pembagian hasil panennya boleh sepertiga dan boleh 
seperdua, hal tersebut karena terikat oleh persetujuan atau perjanjian diantara kedua 
pihak yang menjalin kerjasama. Ijab dan qabul yang dilakukan antara pemilik lahan 
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dengan petni penggarap membuktikan bahwa keadilan yang memadai mestilah 
dibentuk dengan pendekatan perjanjian. Prinsip keadilan yang dipilih oleh kedua 
pihak secara bersama atas dasar kesepakatan bersama atau penyesuaian kehendak 
para pihak secara bebas, rasional dan sederajat.
110
  
G. Nilai Kemaslahatan dalam Praktik Bagi Hasil Sawal 
Syariat Islam merupakan syariat yang dibawa oleh Rasul terakhir nabi 
Muhammad SAW, syariat yang mempunyai keunikan tersendiri. Syari‟ah ini tidak 
hanya menyeluruh atau Komprehensif, juga bersifat Universal. Karakter yang 
istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syari‟at lain yang datang untuk 
menyempurnakannnya.
111
 Universal berarti dapat diterapkan dalam setiap waktu dan 
tempat sampai hari akhir nanti. Sedangkan komprehensif berarti syariat Islam 
merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) ataupun sosial (muamalah). 
Termasuk seluruh tatanan ekonomi, dalam hal ini ialah sektor pertanian berupa akad 
bagi hasil. 
Akad bagi hasil merupakan suatu bentuk ikatan perjanjian dalam menjalankan 
kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu transaksi yang dapat diartikan 
sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu para 
pelaku akad bagi hasil pertanian harus bertolak pada nilai-nilai Islam, sebab sebagai 
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seorang muslim tolok ukur keuntungan tidak hanya mengacu kepada perkara duniawi 
namun juga pada perkara ukhrawi. Implementasi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil 
pertanian sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat petani di Desa Palece 
Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, merupakan sistem bagi hasil yang 
masih memungkinkan terhindar dari perselisihan mengingat bahwa kebanyakan 
persetujuan atau kesepakatan yang mereka jalin, belum dituangkan dalam bentuk 
tulisan, mereka hanya melakukannya secara lisan seperti pernyataan yang diucapkan 
oleh bapak Hamma Ashim : 
“mua‟ matappa bando mai usawali umammu” kalau percaya sama saya, saya mau 
garap ji lahannya”.112 
 
Dari ungkapan tersebut menunjukkan bahwasanya kepercayaan dalam menjalin 
kerjasama bagi hasil pertanian antara sang pemilik lahan dengan petani penggarap 
sangatlah penting, secara umum perselisihan yang timbul diantara petani penggarap 
dengan pemilik lahan ialah karena adanya ketidakpercayaan kepada petani 
penggarap, khususnya menyangkut persoalan pembiayaan dalam pertanian dan juga 
hasil panen dari lahan yang dikelolah sehingga memunculkan kecurigaan terhadap 
petani penggarap. Oleh sebab itulah kepercayaan merupakan juga perihal yang sangat 
prioritas dalam menjalin kerjasama dalam bagi hasil pertanian ini. Hal tersebut sesuai 
dengan hadist yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya mengenai kerjasama 
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yakni Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab al Mu‟jam no. 3333 
yang berbunyi : 
 
       ةرٌرٌ ًبأ هع ًُىَع ُالله َىِضَر لاق ًعفرإ الله ننام هٍكٌ رشنا ثناث اوأ لُقٌم 




“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, sesungguhnya Allah „Azza wa 
jalla berfirman, “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah 
satunya tidak menghianati lainnya, jika seseorang dari keduanya berkhianat, 
Aku tidak lagi akan memberkahi usaha mereka”.114 
 
Hadist tersebut menjelaskan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam suatu 
usaha maka Allah akan menemani dan memberikan berkahNya kepada keduanya 
sepanjang temannya tidak menghianatinya. Kerjasama akan hilang nilainya di sisi 
Allah SWT jika salah satunya berkhianat. Islam merupakan agama yang sangat 
menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan dalam menjalin kerjasama. Petani 
penggarap dan pemilik lahan yang tetap menjaga rasa saling percaya dalam kerjasama 
mereka adalah salah satu perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islami. Inilah yang 
dialakukan oleh masyarakat petani yang ada di Desa Palece Kecamatan Limboro 
Kabupaten Polewali Mandar yaitu menjalin kerjasama bagi hasil pertanian atas dasar 
kepercayaan. Selain dari itu praktik bagi hasil sawal ini termasuk bentuk kegiatan 
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memanfaatkan harta berupa tanah agar tetap mandatangkan manfaat terutama bagi 
kemaslahatan bersama. 
Pada dasarnya, praktik bagi hasil sawal ini muncul karena terdapat dikalangan 
kaum muslimin yang mempunyai lahan pertanian namun sang pemilik tidak mampu 
atau tidak berkesempatan mengolah lahan tersebut sehingga tanah tersebut jadi 
terbengkalai. Sebaliknya ada dikalangan masyarakat yang mampu serta 
berkesempatan mengolah lahan pertanian akan tetapi dia tidak memiliki lahan untuk 
dikelolah sehingga muncullah inisiatif masyarakat untuk bekerjasama mengolah 
lahan pertanian dengan keuntungan hasil panen yang diperoleh dibagi berdasarkan 
kesepakatan bersama. Pemanfaatan harta dalam Islam dinilai sebagai suatu kebaikan 
guna memenuhi kebutuhan baik untuk jasmani ataupun ruhani sehingga mampu 
untuk memenuhi fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT dalam 
menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat itulah sebabnya praktik bagi hasil sawal ini 
dipandang dapat mendatangkan kemaslahatan bersama.  
Kebahagiaan di dunia maksudnya terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya 
sebagai makhluk ekonomi baik itu dari pihak pemilik lahan maupun dari petani 
penggarap. Dari segi kebahagiaan di akhirat kelak yakni keberhasilan manusia dalam 
memaksimalkan fungsi kemanusiaanya sebagai hamba Allah sehingga mendapatkan 
kenikmatan ukhrawi yaitu surga. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat 
disimpulkan bahwa praktik bagi hasil sawal memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan 
aturan Islam, yakni nilai kemslahatan dalam ukhuwah Islamiyah. 
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Berdasarkan uraian bagi hasil Sawal yang telah disajikan maka penulis 
mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
1. Ada dua jenis pembagian hasil pertanian yang ada di Desa Palece Kecamatan 
Limboro Kabupaten Polewali Mandar, hal ini dilihat dari jenis lahan yang 
dikelola yakni lahan kosong dan lahan berisi, masing-masing dari lahan 
tersebut rasio bagi hasilnya adalah seperdua banding seperdua dan sepertiga 
banding duapertiga, perolehan jumlah bagi hasil yang demikian ditentukan 
persetujuan antara kedua bela pihak, jika lahannya adalah lahan yang kosong 
dan bibit tersebut dari pihak petani penggarap maka hasil panennya dibagi dua 
yakni seperdua banding seperdua sebaliknya jika bibit tersebut dari pihak 
pemilik lahan maka hasil panennya dibagi tiga sepertiga banding duapertiga. 
sedangkan untuk lahan yang sudah berisi maka hasil panennya di bagi tiga 
dengan pembagian sepertiga untuk petani penggarap dan duapertiga untuk 
pemilik lahan. Sungguhpun demikian, itu adalah aturan secara umum adapun 
untuk perolehan hasil panen tetap tergantung pada persetujuan bersama antara 
petani penggarap dengan pemiik lahan. Perjanjian bagi hasil pertanian yang 
dilakukan masyarakat petani Desa Palece tidak secara tertulis dan juga tidak 
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dipersaksikan, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan rasa 
kekeluargaan pada jalinan kerjasama yang dilakukan. 
2. Sistem bagi hasil sawal tidak bertentang dengan nilai-nilai Islam, memandang 
bahwa rasio perbandingan bagi hasil pertaniannya sama dengan rasio 
perbandingan yang diterapkan di zaman Rasulullah SAW yakni setengah 
banding setengah dan sepertiga banding duapertiga. Serta di dalam sistem 
kerjasama bagi hasil sawal tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya, 
memiliki nilai tolong-menolong juga rasa kekeluargaan dalam menjalin 
kerjasama tersebut sehingga ketika hasil panen tersebut tidak mencukupi 
untuk dibagi maka pemilik lahan tersebut memberikan sepenuhnya kepada 
petani pengarap hasil panen tersebut.       
   
B. Saran  
Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian 
tersebut tentang bagi hasil sawal yang diterapkan oleh masyarakat petani di Desa 
Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, peneliti mengharapkan untuk 
penelitian selanjutnya fokus pada sistem pembagian hasil panen berdasarkan tanman yang 
dikelola. 
Disarankan kepada para pelaku yang menjalin kerjasama bagi hasil pertanian 
agar ketika mereka ingin melakukan persetujuan bagi hasil pertanian maka sebaiknya 
dilakukan secara tertulis sebagai bentuk antisipasi agar lebih bisa menghindari 
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A. Pemilik Lahan  
Bagi Hasil Sawal merupakan suatu ikatan atau perjanjian kerjasama dalam 
mengolah lahan pertanian dengan imbalan tertentu dari hasil panen sesuai 
kesepakatan bersama. Bagi hasil Pertanian atau Sawal mengandung hikmah, 
memunculkan rasa kekeluargaan dan saling percaya. Sistem sawal ini sejalan dengan 
syari’at islam yakni memanfaatkan tanah agar tidak terbengkalai sebab kadangkala 
yang terjadi adalah seorang mempunyai lahan untuk digarap namun dia tak mampu 
atau tidak berkesempatan mengolah lahannya sehingga tidak mendatangkan manfaat 
sebagaimana yang diharapkan dalam islam untuk mengelolah harta demi 
kemaslahatan bersama dan sebaliknya terdapat kaum muslim yang tidak mempunyai  
lahan tetapi berkemampuan untuk mengolah lahan tersebut. Dengan adanya 
kerjasama mengolah lahan pertanian atau sawal hal tersebut dapat memenuhi harapan 
sesama kaum muslimin dan salah satu poin dalam maqashid al Syari’ah yakni 
menjaga harta. 
1. Apakah alasan anda sehingga mempercayakan lahan pertanian anda pada 
orang lain? 
2. Siapakah yang menyediakan benih, pemupukan,  penyemprotan, serta 
pemangkasan selama masa penanaman? 
3. Apakah Bapak Sepakat dengan bagi hasil? 
B. Petani Penggarap 
Bagi Hasil Sawal merupakan suatu ikatan atau perjanjian kerjasama dalam 
mengolah lahan pertanian dengan imbalan tertentu dari hasil panen sesuai 
kesepakatan bersama. Bagi hasil Pertanian atau Sawal mengandung hikmah, 
memunculkan rasa kekeluargaan dan saling percaya. Sistem sawal ini sejalan dengan 
syari’at islam yakni memanfaatkan tanah agar tidak terbengkalai sebab kadangkala 
yang terjadi adalah seorang mempunyai lahan untuk digarap namun dia tak mampu 
atau tidak berkesempatan mengolah lahannya sehingga tidak mendatangkan manfaat 
sebagaimana yang diharapkan dalam islam untuk mengelolah harta demi 
kemaslahatan bersama dan sebaliknya terdapat kaum muslim yang tidak mempunyai  
lahan tetapi berkemampuan untuk mengolah lahan tersebut. Dengan adanya 
kerjasama mengolah lahan pertanian atau sawal hal tersebut dapat memenuhi harapan 
sesama kaum muslimin dan salah satu poin dalam maqashid al Syari’ah yakni 
menjaga harta. 
1. Mengapa anda ingin mengolah lahan milik orang lain? 
2. Siapakah yang menyediakan benih, pemupukan,  penyemprotan, serta 
pemangkasan selama masa penanaman? 
3. Apakah Bapak Sepakat dengan bagi hasil? 
 
 
C. Tokoh Masyarakat 
Bagi Hasil Sawal merupakan suatu ikatan atau perjanjian kerjasama dalam 
mengolah lahan pertanian dengan imbalan tertentu dari hasil panen sesuai 
kesepakatan bersama. Bagi hasil Pertanian atau Sawal mengandung hikmah, 
memunculkan rasa kekeluargaan dan saling percaya. Sistem sawal ini sejalan dengan 
syari’at islam yakni memanfaatkan tanah agar tidak terbengkalai sebab kadangkala 
yang terjadi adalah seorang mempunyai lahan untuk digarap namun dia tak mampu 
atau tidak berkesempatan mengolah lahannya sehingga tidak mendatangkan manfaat 
sebagaimana yang diharapkan dalam islam untuk mengelolah harta demi 
kemaslahatan bersama dan sebaliknya terdapat kaum muslim yang tidak mempunyai  
lahan tetapi berkemampuan untuk mengolah lahan tersebut. Dengan adanya 
kerjasama mengolah lahan pertanian atau sawal hal tersebut dapat memenuhi harapan 
sesama kaum muslimin dan salah satu poin dalam maqashid al Syari’ah yakni 
menjaga harta. 
1. Apakah masyarakat petani di Desa Palece masih mempraktikkan bagi 
hasil sawal? 
2. Apakah pernah terjadi kasus dalam masyarakat ketika menjalin kerjasama 
bagi hasil sawal? 




TABEL 4.1. Keadaan penduduk di setiap dusun Desa Palece Kecamatan 
Limboro Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017 
No. Nama Dusun 









Dusun 1 Palece 
Dusun 2 Palece 


















 Jumlah 770 1.005 1775 
Sumber : Profil diolah dari Kantor Desa Palece  
TABEL 4.2. Lembaga pendidikan masyarakat Desa Palece 
No. Lembaga Pendidikan Jumlah Sekolah 
1 TK/Raudhatul Athfal 2 
2 Sekolah Dasar/MIS 2 
3 SMP/sederajat 1 
4 SMK 1 
Sumber : Profil Desa Palece  
Tabel 4.3 hasil wawancara informan Pemilik lahan dan Petani penggarap 







1 Lahan kosong 1/2 : 1/2 1/2 1/2 Benih dari 
penggarap 
2 Lahan berisi 1/3 : 2/3 2/3 1/3 - 





























A. Pemilik Lahan 
1. Alasan saya menyerahkan lahan saya kepada orang lain adalah saya sendiri 
tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengolah lahan tersebut, selain 
mengurus lahan mengingat bahwa saya juga bekerja sebagai penjahit pakaian 
sehingga tidak punya kesempatan yang cukup untuk mengolah lahan kebun. 
Yang kedua saya sudah tidak mempunyai tenaga yang kuat dalam mengolah 
lahan perkebunan saya dan yang mengoalah lahan perkebuanan adalah orang 
yang dekat dengan keluarga dan bisa dipercaya. 
2. Adapun untuk Penyedia bibit tanaman, biaya pemupukan serta penyemprotan 
selama masa penanaman ialah sesuai kesepakatan bersama antara pemilik 
lahan dan yang menggarap lahan tersebut, namun kebanyakan hal tersebut 
adalah dari pihak petani penggarap 
3. Saya sepakat dalam pembagian hasil penennya bahwa “Persetujuan dzi’o, 
inna persetujuan lebih baik, kebijaksanaan pole to lita, para macoa tau. 
Andangi dzi’o mennassa ma’ua semata aturan lao na dituru’i, tapi kalau 
aturannya ya memang seperti itu aturannya bagi tiga dan bagi tengah. ada 




B. Petani penggarap 
1. Firdaus : Tentunya dalam mengolah lahan perkebunan adalah sudah menjadi 
kebiasaan bagi saya karena profesi saya memang ialah seorang petani dan 
itulah yang menjadi mata pencarian kami sebagai petani untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan mengolah lahan milik orang lain kami 
dapat menambah pemenuhan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selain 
daripada itu juga membantu orang lain mengolah lahan mereka sehingga 
lahan perkebunan merekapun tetap terawat dan itu juga dapat menambah 
kebutuhan pokok mereka terutama mereka yang sama sekali tidak mempunyai 
kesempatan mengolah lahan mereka. 
Hamma Ashim : pekerjaan sehari-hari saya adalah berkebun baik itu kebun 
milik sendiri atau milik orang lain. Saya tidak hanya bekerja pada siang hari 
malam hari pun saya juga di kebun bahkan tidak jarang saya tidur disitu. Saya 
mengerjakan lahan kebun milik orang lain selain membantu mereka yang 
tidak berkesempatan mengolah lahan mereka sendiri juga untuk menambah 
kebutuhan pokok sehari-hari dan beliau juga mengatakan : “mua’ matappa 
bando mai usawali umammu” kalau percaya sama saya, saya mau garap ji 
lahannya” 
Ahmad Idris : beliau adalah seorang penjaga di salah satu Sekolah Dasar 
yang ada di Kecamatan Limboro, mengenai ini menagapa beliau mengerjakan 
lahan milik orang lain, beliau sendiri menagatakan : “kan bassa yau dzi’e 
kadang saya tidak terlalu melihat sama pembagian kadang atas paratta luluare 
para macoa tau”. Jadi bapak Ahmad Idris memandang bahwa tidak hanya 
mengerjakan lahan milik orang lain juga sebagai bentuk persaudaraan dan 
juga kebaikan bersama dan saya pun dapat menambah pemenuhan kebutuhan 
pokok dari hasil panen yang diperoleh. 
2. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadapa para petani 
penggarap yang ada di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali 
Mandar bahwa kebanyakan bibit tanaman berasal dari petani penggarap serta 
biaya pemupukan dan penyemprotannya pun juga dari pihak petani penggarap 
sesuai kesepakatan mereka. 
3. Secara umum kesepakatan yang mereka jalin yakni bagi tiga dan bagi dua 
sesuai dengan aturan adat setempat, perolehan masing-masing dari pembagian 
tersebut dipengaruhi oleh kesepkatan mereka dalam menentukan penyedia 
bibit tanaman, biaya penyemprotan dan pemupukan. 
Tabel 4.3 hasil wawancara informan Pemilik lahan dan Petani penggarap 







1 Lahan kosong 1/2 : 1/2 1/2 1/2 Benih dari 
penggarap 
2 Lahan berisi 1/3 : 2/3 2/3 1/3 - 
Sumber : Hasil wawancara diolah 
Dari pengelompokan jenis lahan pada tabel yaitu lahan kosong dan lahan 
berisi masing-masing diabagi dua dan bagi tiga pembagian tersebut merupakan 
bentuk umum aturan pembagian hasil pertanian, artinya pembagian hasil panen 
tersebut tidak terlepas dari kesepakatan bersama sehingga tidak menutup 
kemungkinan hasilnya dibagi tiga, entah itu sepertiga untuk petani penggarap dan 
duapertiga untuk pemilik lahan atau sebaliknya, hal tersebut karena penyedia bibit 
tanaman berasal dari salah satu pihak, tergantung kesepakatan dari kedua pihak yang 
berakad. Untuk lahan yang sudah terdapat tanaman didalamnya yakni dibagitiga, 









2. Tokoh Masyarakat 
1. Masyarakat Petani di Desa Palece masihlah menerapkan sistem bagi hasil 
Sawal, dan hal itu sudah terjadi secara turun temuran dari orang-oarang 
tua kita terdahulu. Pembagian hasil pertanian yang mereka terapkan ialah 
bagi tiga dan bagi dua sesuai dengan yang beliau katakan ketika penulis 
mewawancarainya yakni : Bagi tiga dan bagi dua, iya dzi’o bagi hasil 
sejak kanne-kanne’ta didzua mai memang aturannya seperti itu, jadi 
sampai sekarang ini ndangi dzua tiroba mo, itu aturan sejak dulu artinya 
kalau mau dirubah maka akan berbenturan dengan masyarakat, jelas salah 
satunya antara petani penggarap atau pemilik lahan andangi tu’u na setuju 
apa iya aturan selama dzua mai, misal kalau mau dirubah toh. Dan selama 
dzi’e mai andang to’o diang uisa’ding sengketa dan sebagainya. 
2. Mengenai apakah pernah ada kasus dalam praktik bagi hasil sawal 
tersebut adalah tidak pernah terjadi dari dulu sampai sekarang, menurut 
bapak Syahril bahwa belum pernah terjadi kasus dalam praktik bagi hasil 
sawal ini. Jalinan kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan 
tidaklah menuai perselisihan apalagi mereka melakukan berdasarkan 
kesepakatan dan aturan yang sudah berlaku dalam kerjasama tersebut. 
3. Praktik bagi hasil sawal ini adalah Jalinan kerjasama antara petani 
penggarap dan pemilik lahan dalam mengolah lahan pertanian dengan 
pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama dan denganaturan aturan 
yang berlaku. Sistem pembagian tersebut yakni dengan rasio 
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